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ABSTRACT

One of the objects of the transaction is motorgdimth new and used, financial ability usually
affects people's purchasing power because noff élieon can afford to buy a new motorcycle
because the price is quite high. So as an altemaome people buy second-hand motorcycles,
both those that are half-used, and those that lkeaccording to their wishes, needs, and
financial capabilities. In such conditions, usedtanoycle sellers are also used to sell their
motorized vehicles without proof of ownership, nén&TNK or BPKB.

Keywords: Sale and purchase, validity, motorized, ownership certificate

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Aktivitas jual beli merupakan perjanjian yang pglimanyak digunakan untuk pengalihan
kepemilikan secara legal. Bahkan dalam sistem huBliatur dengan jelas bentuk transaksi,
konsekuensi dan perlindungan hukum terhadap pasekpHal tersebut urgen untuk ditetapkan
ketentuan yuridisnya untuk melindungi para pihak darbagai tindakan negatif dan eksploitatif
yang merugikan pihak penjual dan pembeli. Semus jearta benda dapat diperjualbelikan,

selama tidak ada aturan yang melarangnya, bailphdrenda yang bergerak dan tidak bergerak.
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Salah satu yang menjadi objek transaksi yaitu sepadtor baik yang masih baru
maupun sepeda motor bekas, kemampuan finansialany@as mempengaruhi daya beli
masyarakat karena itu tidak semua mampu membetidsemotor baru dikarenakan harganya
yang cukup tinggi. Sehingga sebagai alternatif g@lmamasyarakat membeli sepeda motor bekas
pakai baik yang sudah setengah pakai, maupun yadghstua sesuai dengan keinginan,
kebutuhan, dan kemampuan finansialnya. Harga das $epeda motor bekas sangat bervariasi,
sehingga dibutuhkan keahlian pihak pembeli untukgetahui keadaan fisik kendaraan yang
akan dibeli agar tidak rugi. Harga sepeda motarggth pakai jauh lebih murah dibandingkan
harga sepeda motor baru. Di kalangan masyarakasatkai sepeda motor seken ini sangat
variatif, mulai dari motor yang baru dipakai belparabulan saja sehingga kondisinya sangat
gress, dan juga terdapat motor yang kondisinyatssdagat jelek, bahkan terdapat juga motor
yang harganya sangat murah meskipun kondisinyahnmseigat bagus, dan harganya tidak
mahal, namun tidak adanya surat-surat penting 86pENK dan BPKB. Hal ini menyebabkan
pihak penjual membanderol harga sepeda motor mjate harga di bawah standar harga yang
ditetapkan untuk harga sepeda motor bekas sebagaimestinya. Pihak pembeli sepeda motor
(konsumen) juga sangat dirugikan dalam hal iniekarjika pihak pembeli membeli tanpa
adanya surat yang lengkap akan menimbulkan mag&iahsuatu saat ada seseorang yang
mempunyai dokumen yang lengkap dari motor tersefmaskipun pembeli motor itu sudah
mengurus surat — surat dokumen kepemilikan dariomgang dibelinya atau apabila motor
tersebut terbukti kendaraan dari hasil kejahatakana&an dikenai pasal pidana dan apabila ada
operasi lalu lintas maka dapat ditilang. Untuk negrah timbulnya permasalahan yang tidak
diinginkan didalam transaksi jual beli, perlu adamerjanjian sebelum adanya transaksi dan
perlindungan dari pihak yang berwenang dari pertariruntuk melindungi pembeli motor
(konsumen) maupun penjual motor (pelaku usaha)lats Maka dari itu penulis akan
mengupas tentang Keabsahan Jual Beli KendaraanoBarifianpa Disertai Surat Kepemilikan

yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan jual beli kendaraan bermatpatdokumen ditinjau dari hukum

positif di Indonesia?
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2. Apa faktor yang masih menyebabkan maraknya jual kedaraan bermotor tanpa

dokumen di Indonesia ?

METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridematif. Yuridis normatif adalah
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukamaudengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta p@eratperundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ikendl pula dengan pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- bukuatpran perundang-undangan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitiah ini
Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekat@amg digunakan yaitu :

a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Patadekindang- undang dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regutesibgasangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundatayigan dalam penelitian hukum
normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maugkademis.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pemaiekkonseptual beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang beds&am di dalam ilmu hukum.
dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktkimkdodi dalam ilmu hukum,
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkamgesian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengganig dihadapi.

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adsdaklitian hukum normatif, maka

sumber bahan hukum dan jenis data yang digunaksdaragdebagai berikiut:

! Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana&ia Media Group, Jakarta, 2011, HIm.93

2 Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. DualismenBlitian Hukum. Normatif dan Empiris. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. HIm. 53.

3 Peter Mahmud Marzuki, op cit. HIm. 554
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a. Bahan Hukum Primer
1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasdp (1845);
2) Peraturan perundang-undangan;
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat berupa :
1) Buku — buku hukum;
2) Jurnal — jurnal hukum;
3) Karya Tulis Hukum

4) Internet

PEMBAHASAN

Keabsahan Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Daumen Perspektif Hukum Positif

di Indonesia.

Jual beli merupakan transaksi antara satu orangatlenrang yang lain yang berupa
tukar-menukar suatu barang dengan barang yangéautasarkan tata cara atau akad tertentu.
Pada kenyataanya dalam kehidupan sehari-hari, gegealari jual beli adalah penukaran
barang dengan uang. Terjadinya jual beli karenayadperbedaan kebutuhan hidup antara satu
orang dengan orang yang lain. Satu pihak memilikabg, tetapi membutuhkan uang, sementara
itu pihak yang lain memiliki uang, tetapi merekamieituhkan barang. Kedua bela pihak
tersebut dapat mengadakan transaksi jual belitdrakeduanya atas dasar sama-sama rela. Jual
beli merupakan aktivitas yang paling banyak dilatuknasyarakat dalam kehidupan sehari-hari,
maka dari itu harus ada ketentuan yang jelas yaeggatur mengenai hal tersebut. Tujuan
adanya aturan tersebut sudah jelas, yaitu untukhduwgigi kedua belah pihak agar sama-sama

tidak ada yang dirugikan.

Ketentuan transaksi jual beli telah diatur dalambagai Undang- Undang di Indonesia.
Baik itu tentang registrasi kepemilikan kendara@nniotor sampai perlindungan konsumen.
Sepeda motor termasuk barang mewah yang harusgkiipn berbagai dokumen seperti

dokumen kepemilikannya, dalam bentuk BPKB (Buku Mkrfendaraan Bermotor) dan juga
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dokumen pajak dalam bentuk TNKB (Tanda Nomor KeaaarBermotor) serta STNK (Surat
Tanda Nomor Kendaraan) sebagai keterangan tentamglakaan bermotor, sebagaimana
disebutkan dalam Undang- Undang Republik Indondlienor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 64, setiapilipefendaraan bermotor harus
diregistrasikan dan jika beli second registrasuparperubahan identitas Kendaraan Bermotor
dan pemilik. Tujuan dari registrasi tersebut sebbgakut?

Tertib administrasi;
Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotodi@peyasikan di Indonesia;
Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahat

Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayas&ihtds dan Angkutan Jalan; dan

moo w2

Perencanaan pembangunan nasional.

Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimanakdudadalam Pasal 64 ayat (2) huruf a
meliputi kegiatan:

a. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Bamiliknya;

b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan

c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tdarda Nomor Kendaraan
Bermotor.

Sebagaimana dalam Pasal 68 ayat 1 Undang- Undgmngielndonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, delke bahwa setiap kendaraan bermotor
yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi den&amat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKBurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat datareamdbermotor, identitas pemilik, nomor
registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakdaraNomor Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kodgalwjlaomor registrasi, dan masa berlaku.
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi tsparduk, ukuran, bahan, warna, dan

cara pemasangan.

* Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 TaHi#92entang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pas&i84
5 .
Ibid.,
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Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 64-6&bgrdUndang No. 22 Tahun 2009, setiap
pembelian sepeda motor harus dilengkapi dokumeunga gebagai kejelasan identitas, tata tertib
dan sebagai pencegah dari tindak kejahatan. Undandang telah mengatur bagaimana
semestinya transaksi jual beli sepeda motor tetsédmpemilikan sepeda motor tidak dapat
terlepas dari kelengkapan dokumen sebagai idinkiggemilikan yang sah. Fungsi dokumen
dalam jual beli sepeda motor yaitu memperjelasustalari kendaraan itu sendiri, kejelasan
tersebut diperlukan guna menghindari adanya tikdgghatan yang dapat merugikan salah satu
pihak.

Dokumen yang dimaksud dalam pasal tersebut tentadggah dokumen yang asli, karena
tidak dapat dipungkiri pada beberapa kasus manadbedokumen palsu yang membuat banyak
pihak merasa dirugikan. Tindak pidana berupa paraalssuatu surat dapat dijumpai
ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang- Undanitd Pidana (KUHP) yang berburfyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukah yang dapat menimbulkan
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutangyaatgudiperuntukkan sebagai bukti
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakansnyuruh orang lain memakai
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidpklsili, diancam jika pemakaian
tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pearalsurat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapardeeggaja memakai surat palsu
atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemaaksurat itu dapat menimbulkan

kerugian.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindunigansumen juga dikatakan bahwa pelaku
usaha dilarang memperdagangkan barang yang rugeltt, dan tercemar tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar atas barangksiidaJdika pelaku usaha melanggar Pasal 8

ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan |P@®aayat (1) UU Perlindungan

® Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
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Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana dengan pmjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dliarmipiah)’

Larangan bagi penjual dalam menjual barang yarnaktithgus atau cacat juga tertuang
dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPRasal 1504 dikatakan bahwa penjual
harus menanggung barang itu terhadap cacat tersgmbrang sedemikian rupa sehingga
barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan ydingaksud, atau yang demikian mengurangi
pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetawait ¢tu, ia sama sekali tidak akan
membelinya atau tidak akan membelinya selain demgaga yang kurang. Walaupun penjual
sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebujugletetap harus menjamin barang terhadap
cacat tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan balavtidak menanggung apapun. Akan tetapi
penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cgaag kelihatan dan dapat diketahui sendiri
oleh pembelf

Konsumen sebagai pemakai suatu barang tentunya dat&mbeli sesuatu harus mendapat
kualitas dan kuantitas seperti yang diharapkan,antkti itu untuk mendapatkan suatu barang
yang sesuai konsumen dijamin hak-haknya dalam Updamdang. Hak konsumenSesuai
dengan Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Kons(ith¢RK) No.8 Tahun 1999 adal&h:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan i&agkonsumsi barang dan/atau
jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mextkiap barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jamyaang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur reeagkondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atasi¢paan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/pertggg apabila barang dan/atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjiaun ttdak sebagaimana mestinya;

6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pgaelg- Undangan lainnya

" Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertigdn Konsumen

¥ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pa5a#11509.

® Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindung@amsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h
38.
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Selain ketentuan dan sanksi yang berkenaan demjalasgan dokumen kendaraan bermotor,
para pihak yang melakukan akad jual beli juga waanpidana jika objek yang menjadi akan
terbukti hasil dari tindak kejahatan. Pihak agepatladikenakan pasal pencurian, sedangkan
pihak pembeli dapat dikenakan pasal penadah baxangn. Sebagaimana yang tertuang dalam
KUHP Pasal 362 “Barangsiapa mengambil sesuatu angng sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akamliki barang itu dengan melawan hak,
dihukum, karena pencurian, dengan hukuman pengamnsa- lamanya lima tahun atau denda

sebanyak-banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupigh)”.

Unsur-unsur Delik dalam Pasal 480 Mengenai Penadadaiéam KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) disebutkén:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerimai,gatenerima hadiah, atau
untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, #ekan, menggadaikan,
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatdab yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kigal@enadahan;

2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuahddy yang diketahuinya atau
sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kiggaha

3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empaintatau pidana denda paling

banyak sembilan ratus rupiah

Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya demgaon namun dalam hal ini penadah
merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendirstrdu karena adanya orang yang mau
melakukan penadahan itulah, seolah-olah dipermudaksudnya untuk melakukan pencurian,
penggelapan, atau penipuan. Hal penting lain dasaP 480 ini adalah, penadah harus
mengetahui atau patut diketahui atau patut menyanbg&hwa barang itu diperoleh karena
kejahatan. Untuk membuktikan hal tersebut memarigarsuakan tetapi dalam prakteknya

biasanya dapat dilihat dari keadaan atau caraidyebarang itu, misalnya dibeli dengan harga

19 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, dilengRépiisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad
(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), him. 221
" bid.,him. 302
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yang sangat murah, dibeli pada waktu malam se@seimbunyi yang menurut ukuran ditempat

itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakuk@mgan prosedur yang semestiiya

Faktor — faktor yang menyebabkan maraknya jual belikendaraan bermotor tanpa surat

kepemilikan di Indonesia.

Sepeda motor merupakan salah satu alat transpgagi digunakan masyarakat untuk
mobilitas. Sepeda motor lebih praktis digunakaramaberbagai kegiatan dan hemat biaya.
Hampir seluruh rakyat Indonesia mempunyai seped@mmsehingga menyebabkan kebutuhan
sepeda motor tidak berkurang. Oleh karena itusaksi jual beli sepeda motor tinggi sekali
peminatnya, meskipun harga sepeda miltor cendeilinggit namun tidak mengurangi minat
warga Indonesia untuk mempunyai sepeda motor teeutsepeda motor baru. Bukan sepeda
baru saja, tetapi peminat sepeda motor bekas jegdecung tinggi, hal ini sesuai dengan
kemampuan ekonomi mereka yang keterbatasan fimnamstak membeli dan mendapatkan

sepeda motor baru.

Peminat kendaraan sepeda motor bekas ini jugagteesgasi dalam kedua klasifikasi, yaitu
peminat motor bekas yang kondisinya layak pakaera tahun produksinya masih cenderung
tinggi seperti keluaran tahun 2015, 2016 dan 2017.

Namun ada juga sebagian masyarakat yang memilikrtkaasan finansial sehingga mereka
cenderung mencari sepeda motor dengan hargan yarghjdan cenderung memiliki risiko
tinggi, karena masa pakai yang sudah lama, misdaaityan penggunaan kendaraan tersebut baik
tahun 1990an maupun awal tahun 2000an. Namun gdggmbeli sepeda motor yang mencari
kendaraan bermotor dengan harga lebih murah lagenk hanya mampu memiliki kendaraan
bermotor yang tidak layak pakai dari sisi legalitakumnya karena tidak memiliki kelengkapan

dokumen sebagai identitas kendaraan bermotor tgrseb

Kondisi ini cenderung sangat riskan, karena dapadstikan pembeli sepeda motor akan
berhadapan dengan berbagai dilema hukum yang dtersifktis terutama terkait dengan

legalitas kepemilikan kendaraan bermotor terselamgysangat sulit untuk dibuktikan secara

12 jur. Andi Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KB, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), him. 131
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yuridis formal dalam ketentuan perundang- undanigalonesia. Namun kenyataan ini tetap
harus dihadapi masyarakat karena tidak memiliknguli lain yang lebih praktis, sehingga
meskipun dihadapkan pada permasalahan hukum ségestbahagian masyarakat Indonesia
memiliki preferensi untuk membeli sepeda motordeu. Ada beberapa penyebab atau faktor
yang menjadi alasan kenapa transaksi sepeda raofmet lokumen terus berlangsung dari tahun
ke tahun. Diantaranya yaitu: faktor ekonomi, kgraya pemahaman masyarakat mengenai

hukum dan dampaknya.

a. Faktor Ekonomi
Penghasilan atau pendapatan setiap orang itu lzedssth, ada yang lebih dari
pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada yang hanyap auktuk memenuhi kebutuhan
standar sehari- hari bahkan ada juga yang penghagé sangat minim sehingga untuk
memenuhi kebutuhan primernya dibutuhkan usaha yegifu keras. Walau demikian
sebagian kecil masyarakat yang ekonominya rendgh membutuhkan kendaraan
bermotor untuk menunjang pekerjaannya dalam memnedkiah. Contoh di daerah desa
banyaknya petani — petani/ buruh yang membutuhlemd&aan untuk mobilitasnya
tetapi disatu sisi lain pendapatan yang merekatdsgragat minim dan hanya cukup
untuk kebutuhan pokok. Hal tersebut yang membuasirmbhanyaknya masyarakat
Indonesia yang membeli sepeda motor tanpa dokumen.

b. Faktor Kurangya Pemahaman Hukum di Kalangan Makgadan Dampaknya.
Masyarakat paham jika sepeda motor yang telah idiéedebut jika terbukti dari hasil
tindak kejahatan maka mereka dapat dikenai sankisurh berupa hukuman pidana
karena dapat didakwa sebagai bagian dari pelalah&ggn,yaitu dapat disebut sebagai
pihak penadah barang curian. Namun yang membuagsgbmasyarakat tersebut tetap
membeli sepeda motor tanpa dokumen adalah belumyadaukti bahwa kendaraan
tersebut adalah hasil dari tindak pencurian, ddunb@danya masyarakat yang mendapat
sanksi hukuman ketika Polantas mendapati masyam&atiliki kendaraan yang tidak
dilengkapi dengan dokumen tersebut. Selama ini yarjgdi hanyalah ketika didapati

ada masyarakat yang memiliki sepeda motor tanpairdek maka pihak berwenang
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hanya mengamankan sepeda motor yang tidak jelpa giamiliknya dan tidak akan
mengembalikannya lagi.

c. Faktor Lain
Pemilik lama sepeda motor bekas tersebut menghitangurat kepemilikan motornya.
Dan pemilik awal motor tersebut tidak mengurusngeeka dianggap alur pengurusan
BPKB dan STNK yang cukup rumit dan biaya nya yan§up besar. Hal ini yang

membuat pemilik motor tersebut tidak mengurus skepemilkan motornya tersebut.

PENUTUP
Kesimpulan

Pada bab penutup ini penulis menarik beberapa kesam dari pembahasan skripsi ini.
Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan padaskablumnya maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Hasil analisis transaksi jual beli sepeda motop&akelengkapan dokumen tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 68 Undang- Undang No. 22nT2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, sehingga apabila terkena razisaif8a kendaraan bermotor tanpa
dokumen tidak dapat diambil kembali oleh pemilikigapa bukti kepemilikan yang sah.
Transaksi jual beli sepeda motor tanpa kelengkadp&nomen dapat diduga sebagai bukti
dari tindak pencurian, maka pihak pembeli dapabldiéa sebagai penadah dan pihak
agen dapat didakwa Pasal 362 KUHP tentang TindakWP&an dengan sanksi penjara 5
(lima) tahun. Pihak pembeli dapat didakwa Pasal K8BIP mengenai pihak penadah,
dengan sanksi penjara 4 (empat) tahun. Sanksi gdegikan kepada penadah hampir
sama dengan pelaku pencuri, karena dengan adanyadgie seolah-olah pelaku
dipermudah maksudnya untuk melakukan pencuriarggedapan, atau penipuan. Delik
dari Pasal 480 ini dapat dilakukan dengan sengtga &elalaian, penadah harus
mengetahui atau patut menyangka, bahwa barangpiéuodeh karena kejahatan. Untuk
membuktikan hal tersebut memang sukar, akan te@pm prakteknya biasanya dapat

dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barangmntisalnya dibeli dengan harga yang
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sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bbrsgynyang menurut ukuran di
tempat itu memang mencurigakan, transaksi tidakkdkan dengan prosedur yang

semestinya.

2. Faktor — faktor yang menyebabkan maraknya jual ketidaraan bermotor tanpa surat
kepemilikan di Indonesia.

a. Faktor Ekonomi
Penghasilan atau pendapatan setiap orang itu lzedmsth, ada yang lebih dari
pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada yang hanyap auktuk memenuhi kebutuhan
standar sehari- hari bahkan ada juga yang penghagd sangat minim sehingga untuk
memenuhi kebutuhan primernya dibutuhkan usaha Yegigu keras. Walau demikian
sebagian kecil masyarakat yang ekonominya rendgh membutuhkan kendaraan
bermotor untuk menunjang pekerjaannya dalam memnedkah. Contoh di daerah desa
banyaknya petani — petani/ buruh yang membutuhlemd&aan untuk mobilitasnya
tetapi disatu sisi lain pendapatan yang merekatdsgragat minim dan hanya cukup
untuk kebutuhan pokok. Hal tersebut yang membuasiimbanyaknya masyarakat
Indonesia yang membeli sepeda motor tanpa dokumen.

b. Faktor Kurangya Pemahaman Hukum di Kalangan Makgadan Dampaknya.
Masyarakat paham jika sepeda motor yang telah idielebut jika terbukti dari hasil
tindak kejahatan maka mereka dapat dikenai sankkurh berupa hukuman pidana
karena dapat didakwa sebagai bagian dari pelalah&ggn,yaitu dapat disebut sebagai
pihak penadah barang curian. Namun yang membuagsgbmasyarakat tersebut tetap
membeli sepeda motor tanpa dokumen adalah belumyadaukti bahwa kendaraan
tersebut adalah hasil dari tindak pencurian, ddunb@danya masyarakat yang mendapat
sanksi hukuman ketika Polantas mendapati masyara&atiliki kendaraan yang tidak
dilengkapi dengan dokumen tersebut. Selama ini yarjgdi hanyalah ketika didapati
ada masyarakat yang memiliki sepeda motor tanpairdek maka pihak berwenang
hanya mengamankan sepeda motor yang tidak jelpa giamiliknya dan tidak akan

mengembalikannya lagi.
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c. Faktor Lain
Pemilik lama sepeda motor bekas tersebut menghitangurat kepemilikan motornya.
Dan pemilik awal motor tersebut tidak mengurusngeeka dianggap alur pengurusan
BPKB dan STNK yang cukup rumit dan biaya nya yangup besar. Hal ini yang

membuat pemilik motor tersebut tidak mengurus skepemilkan motornya tersebut.
Saran

1. Bagi penjual, Dalam melakukan jual beli sepeda mdbekas sebaiknya tidak
bertentangan dengan hukum positif yang ada di lesian apabila sepeda motor yang
dijual tanpa dokumen, maka harus merupakan mikidisedan tidak boleh menututupi
kecacatan barang dari pembeli.

2. Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakuksl beli sepeda motor tanpa
dokumen dan harus meminta jaminan kepada penjuavdaepeda motor tersebut
benar-benar tidak bernasalah. Untuk menghindarydrad) tidak diinginkan, maka ketika
akan transaksi jual beli sepeda motor dapat metakudek fisik kendaraan di kantor
samsat setempat.

3. Bagi Tokoh masyarakat setempat atau pihak kepolisebaiknya mensosialisasikan
terkait jual beli sepeda motor tanpa dokumen ageyarakat lebih mengerti dan berhati-
hati.pun saran yang diberikan adalah sebagai beriku

4. Bagi Pemerintah, untuk alur pengurusan surat kdp@mibermotor sebaiknya dipangkas
lebih simple lagi dan untuk biaya kepengurusan rkimbisa diturunkan. Agar pemilik
kendaraan bermotor yang mungkin saja surat kegemitya hilang karena insiden
tertentu, bias mengurusnya kembali dengan mudahtidak keberatan dengan biaya
yang ditanggung.
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ABSTRACT

In the context of measuring the success of managigignal public companies, it is based on
the fulfilment of PDAM performance achievementteria as regulated in Kepmdagri
47/1999 concerning Guidelines for Performance Assest of Regional Drinking Water
Companies. The success of PDAM implementationassilied into 5 (five) groups, namely
a) Very Good, if the performance score is aboveb/pbGood, if the performance score is
above 60 to 75; c.) Enough, if you get a perforneasore above 45 to 60; d.) Less, if the
performance score is above 30 to 45; e.) Not Godte performance score is less than or
equal to 30. Each of the above PDAM success rassifications is measured based on the
achievement of weights on each financial aspectwémght), operational (40 weight), and
administrative aspect (15 weight).

Keywords. PDAM, performance, measure, achievement

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk kota Surabaya dalam memenuhutibln air bersih
menggunakan air baku yang diambil dari kali Surabajr permukaan dan air tanah.
Termasuk pula sumber air bersih yang dikelola @dadan Usaha Milik Daerah PDAM

Surya Sembada Surabaya adalah berasal dari kabh& dengan debit + 7fuetik. Air
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kali Surabaya juga digunakan untuk kegiatan ingu&tr4 nv/detik), kawasan perumahan
(< 0,7 m/detik) dan pertanian (+ < 1¥detik)!

Berdasarkan pada Laporan Keterangan Pertanggurizgaw@KPJ) Pemerintah
Kota Surabaya, Akhir Tahun Anggaran 2020, Realif@sidapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 sebBga#8.541.103.496,- atau
28,98%. PDAM Surya Sembada Surabaya berkontrib@snimerikan pemasukan pada
pendapatan daerah dengan laba sebesar Rp18.483®95atau 13,93% hal ini
dikarenakan Realisasi Bagian Laba atas Kinerja m&@19 sebesar Rp133.463.905.816,-
dan deviden sebesar Rp115.000.000.000,- telalodisatla tahun 2019, sehingga tercapai
sebesar 100,72%.

Pilihan bentuk badan hukum BUMD PDAM Surya Semb&dsabaya (PDAM)
berbentuk perusahaan umum (Perum) tentu berbedsekwensi hukumnya bilamana
PDAM berbentuk perseroan/sebagai badan hukum péudaha swasta. Kedudukan
PDAM sebagai perusahaan umum (Perum) adalah PDA&Y&akan sebagai bagian dari
instansi pemerintah daerah Kota Surabialgm dilandasi pemberian pelayanan air bersih
kepada masyarakat (pelayanan public yang bersitaaly merupakan orientasinya bukan
profit oriented. Pilihan bentuk badan hukum initteberbeda bilamana PDAM berbentuk
badan hukum perseroan. Konsekwensi hukumnya PDAMagse badan hukum
perdata/usaha swasta, dan dari aspek pelayandmei@ih akan selalu bersifgrofit
oriented, karena harus mengusahakan keuntungan yang optumiwk para pemegang

sahanf

! Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Katza$ar2005-2025, hal 119

2 Pemerintah Kota Surabaya, Laporan Keterangan mgtagjawaban Walikota Surabaya Tahun
2020, Surabaya, 2020, hal 37

® Ridwan, Tiga Dimens Hukum Administras Dan Peradilan Administrasi, FH Ull PRESS,
Yogyakarta, 2009, hal 97

* Samsul WahidinHukum Sumber Daya Air, Pustaka Pelajar, 2016, hal 41
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PEMBAHASAN

Dalam konteks pengukuran keberhasilan pengelol@aasphaan umum daerah,
didasarkan pada keterpenuhan kriteria capaianj&iffd®dAM sebagaimana diatur dalam
Kepmendagri 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman PenHararja Perusahaan Daerah Air
Minum. Keberhasilan penyelenggaraan PDAM diklaadikan kedalam 5 (lima)
golongan yaitu a) Baik Sekali, bila memperoleh inkmerja diatas 75; b.) Baik, bila
memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai denggncj5Cukup, bila memperoleh nilai
kinerja diatas 45 sampai dengan 60; d.) Kurang mmémperoleh nilai kinerja diatas 30
sampai dengan 45; e.) Tidak Baik, bila memperoliédi kinerja kurang dari atau sama
dengan 30. Masing masing penggolongan tingkat kelsdan PDAM diatas, diukur
berdasarkan capaian bobot pada masing aspek keudmgjaot 45), operasional (bobot
40), dan aspek administrasi (bobot 15).

Berdasarkan pada penggolongan keberhasilan peggaean PDAM
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalageil&omor 47 Tahun 1999 dan
berdasarkan pada data Laporan Kinerja Penyelergg®BAM, pada priode tahun 2019
dan 2020. PDAM tergolong dalam peringkat “Baik” dan perolehan bobot nilai 72,96
pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 mendapat hitb &9.56.

Adapun deskripsi sebaran data penyelenggaraan P[3AKMa Sembada pada
tahun 2019 dan 2020 berdasarkan pada kriteria depadngan, aspek operasional dan
aspek administrasi berdasarkan Keputusan MentdanDBlegeri Nomor 47 Tahun 1999,
dapat dilihat pada uraian data Laporan Kinerja Blemggaraan PDAM Surya Sembada,
Kota Surabaya pada priode tahun 2019 dan 2020,tphdbdibawah inf:

a. Aspek Keuangan

® Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kotab&ya,Laporan Kinerja Tahun 2020, Kota
Surabaya, 2020, hal 1-3
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No Uraian . 2020 — - 2019 ——
Hasil Nilai Hasll Nilai
1 | Rasio laba terhadap aktiva produktif (%) 23.07% 5| 26.35% 5
2 | Peningkatan rasio laba terhadap aktiva produkti3.28% 1 1.34% 1
(%)
3 | Rasio laba terhadap penjualan (%) 37.02% 5 38.48% 5
4 | Peningkatan rasio laba terhadap penjualan (% 4694. 1 -0.89% 1
5 | Rasio aktiva aktiva lancar terhadap utang lancar 6.03 1 5.25 1
6 | Rasio utang jangka panjang terhadap akuitas 0.026 5 0.0197 5
7 | Rasio total aktiva terhadap total utang 11.96 5/ 1.9 5
8 | Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi .65 0 3 0.65 3
9 | Rasio laba operasi sebelum biaya penyusustan - 5 - 5
terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo
10 | Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air 781. 5 1.62 5
11 | Jangka waktu penagihan piutang (hari) 9.79 5 374 5
12 | Efektivitas penagihan (%) 97.29% 5 97.74% 5
Total Nilai 46 Total 46
Nilai
Nilai Maksimum 60 Nilai 60
Mak
Bobot 45 Bobot 45
Nilai Kinerja 34.50 Nilai 34.50
Kinerja
b. Aspek Operasional
) 2020 2019
No Uraian i — i —
Hasll Nilai Hasll Nilai
1 | Cakupan Pelayanan (%) 99.39 % 5 90.35% 5
2 | Penambahan cakupan layanan (%) 9.04 % 4 -8.62% 1
3 | Kualitas air distribusi (") Memenuhi 2 Memenuhi 2
syarat air syarat air
bersih bersih
4 | kontiniunitas (°) Belum 1 Belum semua 1
semua pelanggan
pelanggan mendapat
mendapat aliran air 24
aliran air 24 jam
jam
5 | Produktivitas pemanfaatan instalasi 103.69% 4 108.87% 4
produksi (%)
6 | Tingkat kehilangan air (%) 26.60% 3 31.70% 2
7 | Penurunan tingkat kehilangan air -5.10% 1 0.48% 1
8 | Peneraan meter air (%) 7.23% 1 0.00% 1
9 | Kecepatan penyambungan baru >6 hari kerja 1 rtkbga 1
10 | Kemampuan penanganan pengaduan (%) 92.98% 2 9985.1 2
11 | Kemudahan pelayanan () Tersedia 2 Tersedia 2
service point service point
diluar kantor di luar kantor
pusat pusat
12 | Rasio karyawan (per 1000 pelanggan) 1.48 5 1.66 5
Total Nilai 31 Total Nilai 27
Nilai Maksimum 47 Nilai Mak. 47
Bobot 40 Bobot 40
Nilai Kinerja 26.38 Nilai Kinerja 22.98
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c. Aspek Administrasi

) 2020 2019
No Uraian i — i __
Hasll Nilai Hasll Nilai
1 | Rencana jangka Panjang (corporate plan) Dipedgma 3 Dipedomani 3
ni Sebagian
Sebagian
2 | Rencana Organisasi dan uraian tugas Dipedgma 3 Dipedomani 3
ni Sebagian
Sebagian
3 | Kualitasprosedur operasi standar Dipedoma 3 Dipedomani 3
ni Sebagian
Sebagian
4 | Gambar nyata laksana(As Built | Sepenuhny 4 Sepenuhny 4
Drawing) a a dipedomani
dipedoman
i
5 | Pedoman penilaian kerja karyawan Sepenuhny 4 Sepenuhnya 4
a dipedomani
dipedoman
i
6 | Rencana kerja dan anggaran perusahdaipedoma 3 Dipedomani
(RKAP) ni Sebagian
Sebagian
7 | Tertib laporan internal Dibuat 2 Dibuat tepat 2
tepat waktu
waktu
8 | Tertib laporan eksternal Tidak tepat 1 Tidak  tepat 1
waktu waktu
9 | Opini auditor independent Wajar 4 Wajar tanpd 4
tanpa pengecualian
pengecuali
an
10 | Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahuBitindak 2 Ditindak 2
akhir lanjuti, lanjuti,
Sebagian Sebagian
selesai selesai
Total Nilai 29 Total Nilai 29
Nilai Maksimum 36 Nilai Mak 36
Bobot 15 Bobot 15
Nilai Kinerja 12.08 Nilai Kinerja 12.08

Berdasarkan pada data tersebut, PDAM belum dapgilotigkan pada status “Baik

Sekali”

dalam pengelolaan PDAM daerah.

Diharapkarireksi

PDAM dapat

meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja penalpepelayanan dan penyelenggaraan

BUMD PDAM daerah sesuai dengan peraturan perundadgngan yang berlaku.

Dasar Hukum Penyelenggar aan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
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Sebagai daerah otonom, Kota Surabaya berwenang enémkbPeraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2009 sebagai instrument yuridis sabdagsar hukum pengelolaan PDAM
di Kota Surabaya. Pada tahun 2014, Pemerintahanabd¢ota Surabaya membentuk
peraturan perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomoaidn 2014.

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah N@micahun 2009, yang masih
berlaku antara lain:

a. Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomdmafiun 1976. Dengan
Peraturan Daerah ini PDAM diberikan nama Perusatideerah Air Minum Surya
Sembada, berkedudukan dan berkantor pusat di Saratsn wilayah usaha PDAM
meliputi wilayah NKRI. PDAM bertujuan untuk membdan pelayanan kepada warga
selaras dengan bidang usahanya, berkontribusi pett#apatan asli daerah, turut serta
meningkatkan perekonomian daerah dan turut sertaujudkan lingkungan hidup
yang sehat. Untuk merealisasikan tujuan dimaksudNPDnelaksanakan berbagai
kegiatan antara lain:

a. memproduksi air minum;

b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;

c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instpEsjolahan, serta
jaringan distribusi air minum;

d. membantu tugas pemerintahan dalam memberikan pelay&epada
masyarakat sesuai dengan kapasitas PDAM dan tidateribtangan
dengan peraturan perundang undangan;

e. mengembangkan potensi sumber daya PDAM dengan ukalak
kegiatan/usaha lain yang tidak bertentangan depgeaturan perundang-
undangan.

b. Organ PDAM

Organ PDAM terdiri dari Kepala Daerah selaku pédmitiodal, Dewan Pengawas dan

Direksi.
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. Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim, Dives#b mengajukan Rencana
Kerja dan Anggaran PDAM paling lambat 60 (enam puhlari sebelum berakhirnya
tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Dewan Reagjauntuk mendapat
pengesahan. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desetabun berjalan, Kepala
Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Angd@itekM yang diajukan
sebagaimana, maka PDAM melaksanakan pengeluaiaggihgginya sebesar angka
Anggaran PDAM Tahun Anggaran sebelumnya untuk mayalikeperluan setiap
bulan.

Laporan keuangan dan Laporan Tahunan, Paling laftiga) bulan setelah
berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan lapdtanangan yang telah diaudit
oleh auditor independen atau auditor Negara kejpagmmla Daerah melalui Dewan
Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. Apabila ded&tu 30 (tiga puluh) hari
setelah penyerahan laporan keuangan Kepala Daeslaim bmengesahkan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud, maka laporan keudegsebut dianggap telah
disahkan. Setelah laporan keuangan tahunan disatikhnKepala Daerah, Direksi
dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segslaatu yang termuat dalam

laporan keuangan tersebut.

. Pengawasan

Pengawasan PDAM dibagi dalam pengawasan intermg ggakukan Direktur Utama
dibantu oleh Satuan Pengawas Internal dan pengawasam yang dilakukan oleh
Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.Kepala Daeraht dapaunjuk pejabat
Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untukkuleda pemeriksaan khusus atas

pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM, dan lyasdisampaikan kepada Kepala
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Daerah. Selain itu Dewan Pengawas dapat menunjulntAk negara atau auditor

independen untuk melakukan pemeriksaan atas laperéanggungjawaban PDAM.

. Laporan Kegiatan Usaha
Laporan kegiatan usaha PDAM disampaikan setiapgd)(bulan sekali oleh Direksi

kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

. Pembagian Dan Penggunaan Laba

Pembagian laba bersih PDAM setelah dikurangi caatarigjuan ditetapkan sebagai
berikut untuk: a) 55 % (lima puluh lima persen) Remtah Daerah yang disetor
melalui rekening kas umum Daerah, b) 15 % (limaadgbersen) untuk cadangan
umum, ¢)10 % (sepuluh persen) untuk sumbangan dasiyn pegawai, d) 10 %
(sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan; dagol(sepuluh persen) untuk jasa
produksi. Besaran cadangan tujuan paling banyaié 48mpat puluh lima persen) dari
laba bersih. Penggunaan cadangan tujuan, cadamgam,usumbangan dan pensiun
pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produit@tapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memfparhatertimbangan Dewan

Pengawas.

. Kepegawaian

Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka dased’rpenerimaan pegawai
diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuth oDireksi. Direksi dapat
menggunakan lembaga lain untuk melaksanakan selpksierimaan pegawai.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat d#a tara penerimaan pegawai

sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Raarsa
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h. Dana Pensiun
PDAM wajib mengikutsertakan direksi dan pegawai gpg@ogram pensiun yang
diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerjaatao Dana Pensiun Lembaga
Keuangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata pafaksanaan pengikutsertaan

sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Reersa

i. Pembubaran
Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM diatamglengan Peraturan
Daerah. Pembubaran atau perubahan bentuk hukungasel@ma dimaksud dapat
dilaksanakan apabila PDAM mengalami kerugian akihadng yang melebihi modal
PDAM atau sebab-sebab lain. Dalam hal terjadi pdratan PDAM seluruh hak dan
kewajiban PDAM menjadi beban Pemerintah Daerah.
2.1. Analisis Validitas Yuridis Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Dengan Peraturan Perundang Undangan Y ang Berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Peratusmmald Kota Surabaya
Tentang PDAM didasarkan pada Undang Undang Nomdahun 2004 dan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua undang undang ggedikan dasar pembentukan
Peraturan Daerah Tentang PDAM telah dicabut dayathkan tidak berlaku dengan
dibentuknya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 dadadg Undang Nomor 23
Tahun 2014 sebagaimana diatur lebih lanjud dalamatif@an Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017.

Perubahan peraturan perundang undangan yang bdtkedtulebih tinggi yang
mengatur tentang BUMD, dapat mengakibatkan timkalpgrtentangan materi muatan
dengan materi muatan yang terkandung dalam PemnatDa@erah PDAM. Dengan

demikian untuk mengetahui apakah terdapat pertgatamateri muatan antara kedua

848



;- HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 2, 2022

peraturan perundang undangan diatas, diperlukahsianguridis terhadap kesesuaian
pengaturan materi muatan Peraturan Daerah TenfaAdyIRlengan peraturan perundang
undangan yang mengatur tentang BUMD.

Berdasarkan analisis materi muatan antara PeratDemrah Tentang PDAM
dengan peraturan perundang undangan lebih tindgtahui bahwapertama, pada
ketentuan umum Peraturan Daerah tentang PDAM behengatur defenisi Kepala
Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yamggaeg kekuasaan tertinggi
dalam struktur PDAM.

Kedua, Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengatur “Méldan Jangka
waktu berdiri perusahaan umum Daerah terkait/PDAd&h belum mengikuti syarat
minimum sistematika Peraturan Daerah pendirianga¢raan umum Daerah sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 54 Tahdi.20

Ketiga, Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Suryab&da
sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Daerah Tepeaalyian PDAM belum mengikuti
Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwaaNaenusahaan umum Daerah
didahului dengan perkataan perusahaan umum Dataldapat disingkat Perumda yang
dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Keempat, Pengaturan Permodalan dalam Pasal 8 PeraturaatDaentang PDAM
tidak sesuai dengan pengaturan Sumber Modal BUMMAgamana diatur dalam Pasal 19
PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Sumber modal BUMDriextés: a. penyertaan modal
Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber miadtatya.

Kelima, pada Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengai@ngan
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 54 T20iihbahwa Setiap orang dalam

pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang ilerhubungan keluarga sampai
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derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atasbaweah, atau ke samping, termasuk
hubungan yang timbul karena perkawinan.

Keenam, Peraturan Daerah tentang PDAM belum mengatur ntwikam tentang
tanggung jawab KPM atas kerugian perusahaan umumabaebagaimana diatur dalam
Pasal 31 PP Nomor 54 Tahun 2017.

Ketujuh, dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kotab&ta tentang
PDAM yang mengatur persyaratan pengangkatan Dewagawas tidak sesuai dengan
Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menentukaat sy#uk dapat diangkat sebagai
anggota Dewan Pengawas.

Kedelapan, pengaturan ketentuan persyaratan atau kualifikeduk menjadi
anggota Direksi dalam Pasal 13 Peraturan DaerdghnigrPDAM tidak sesuai dengan
pengaturan syarat menjadi Direksi dalam Pasal SMdtRor 54 Tahun 2017.

Kesembilan, dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Tentang PDAM rhentgatang
norma dalam melakukan pengawasan internal, tidakasedengan pengaturan Satuan
Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnghagaimana diatur dalam Pasal 79
s/d Pasal 87 PP Nomor 54 Tahun 2017 berkaitan deRgagangkatan kepala satuan
pengawas intern dilakukan setelah mendapatkanng®tigan dari Dewan Pengawas,
pengaturan tugas Satuan pengawas intern, DewamWasgnembentuk komite audit dan
komite lainnya yang bekerja secara kolektif darfumgsi membantu Dewan Pengawas
atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Kesepuluh. Dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Ko&@b&ys mengatur
Laporan Kegiatan usaha PDAM disampaikan setiapigd)(toulan sekali oleh Direksi
kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas tidakas dengan jenis pelaporan
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 20l1Wwéabadelaporan terdiri dari

pelaporan dewan pengawas dan pelaporan direksi.
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Berdasarkan pada hasil analisis kesesuaian penatnaéeri muatan Peraturan
daerah Tentang PDAM dengan peraturan yang berké&dadiebih tinggi sebagaimana
diuraikan diatas. Diketahui setidaknya ada 10 (s#puketidak sesuaian pengaturan

dalam Peraturan Daerah tentang PDAM dengan penayareg berkedudukan lebih tinggi.

KEABSAHAN DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA SURABAYA

Indikator Keabsahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Dasar
Hukum Penyelenggar aan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

Dalam berbagai peraturan perundang undangan yanggatg tentang
pembentukan peraturan perundang undangan, khuspsnylaentukan peraturan daerah,
konsepsi keabsahanre¢htsmatigheid) suatu jenis peraturan perundang undangan
ditentukan berdasarkan pada keterpenuhan syarbsdie@n formal dan materil dalam
pembentukan suatu peraturan perundang undangasyaPsBn keabsahan formal
sebagaimana dimaksud berkaitan dengan aspek kegané&mbaga/pejabat, bentuk dan
prosedur, serta teknis pembentukan suatu perundatangan.

Adapun keabsahan persyaratan formal peraturanhdéartang perusahaan daerah
air minum antara lain dapat ditinjau dari persgekl kewenangan lembaga pembentukan
peraturan daerah. Dalam Undang Undang Nomor 12nTabdl dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Pemerintah Kataalsaya dan DPRD Kota
Surabaya adalah lembaga negara yang berwenang mkbenerubah dan mencabut
keberlakuan Peraturan Daerah Tentang PDAM. bentuk, prosedur dan teknis
pembentukan peraturan daerah. bentuk dan proseslmbgmntukan peraturan daerah
mengacu pada bentuk dan prosedur pembentukan @eraperundang undangan

umumnya.
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Berkaitan dengan bentulkefivorm) sebuah peraturan daerah, ditentukan bahwa
bentuk peraturan daerah adalah tertuhsit{en) dengan format dan sistematika sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangamredargsembentukan peraturan daerah
harus melalui beberapa tahapan antara lain tah@mganaan, tahap penyusunan, tahap
pembahasan, tahap penetapan/pengesahan dan talgyngesngan. sementara teknis
penyusunan peraturan daerah mengacu pada pedomaggupaan tanda baca,
istilah/konsep hukum dan ketentuan ketentuan khdslem penormaan materi muatan
dalam pembentukan peraturan perundang undangan.

Sedangkan syarat keabsahan materil peraturan daeeashubungan pada
kesesuaian pengaturan materi muatan peraturan hdalagan peraturan perundang
undangan yang berkedudukan lebih tinggi dan kepgat umum. Berkaitan dengan
apakah Peraturan Daerah Tentang PDAM memenuhi tsykeabsahan materil,
sesungguhnya dapat diketahui dari hasil analisiglitzss yuridis pengaturan materi
muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM terhadap d@seya dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku pada sub 2.3 ksabdlumnya.

Pada bab terdahulu diketahui bahwa materi muataatiPan Daerah Tentang
PDAM mengandung materi muatan yang bertentangamgaterperaturan perundang
undangan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peratuyparundang undangan yang dijadikan
dasar hukum dalam pembentukan Peraturan DaerahniePDAM sudah tidak berlaku
lagi dan belum disesuaikan dengan perkembangatupsngperundang undangan terbaru,
misalnya dengan Undang Undang Sumber Daya Air dagiakly Undang Pemerintahan
Daerah terbaru serta Peraturan Pemerintah Nom®albdn 2017.

Beberapa pengaturan materi muatan dalam Peratuesmra® Kota Surabaya
Tentang PDAM yang tidak sesuai dengan peraturaongang undangan lebih tinggi

antara lain:

852



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 2, 2022

1. Pengaturan defenisi PDAM dalam Peraturan Daerala Kotrabaya Tentang
PDAM tidak sesuai dengan pengaturan defenisi dé&&Nomor 54 Tahun
2017, dan tidak terdapat defenisi Kepala Daerabh KfaM sebagai Organ
PDAM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahuid;201

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang pendiriahMPBdak mengatur
norma tentang “Maksud dan Jangka waktu berdiri PDAd mengikuti
ketentuan syarat minimum sistematika Peraturan dba@endirian PDAM
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 54 T21uh

3. Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Sunyd&ka sebagaimana
diatur Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya fAgmandirian PDAM
tidak sesuai aturan penamaan sebagaimana diaam &P Nomor 54 Tahun
2017;

4. Pengaturan Permodalan dalam Peraturan Daerah Kataba&a Tentang
PDAM tidak sesuai dengan pengaturan Sumber ModdWBlsebagaimana
diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2017;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM bel@ngatur larangan
Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (sa@@réah memiliki
hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasaykas lurus ke atas, ke
bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yangiitikabena perkawinan
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM belungaiur norma
tentang tanggung jawab KPM atas kerugian perusabearm Daerah dan
KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapanmd@engembangan
usaha perusahaan umum Daerah sebagaimana diatun & Nomor 54

Tahun 2017;
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7. Pengaturan persyaratan pengangkatan Dewan Pengdal@s Peraturan
Daerah Kota Surabaya tentang PDAM yang tidak sesdeiagan pengaturan
persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagalméuradalam Pasal
38 PP Nomor 54 Tahun 2017.

8. Pengaturan syarat menjadi Direksi dalam Peraturaerdh Kota Surabaya
tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan syam@bjadi Direksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PP Nomor 54 T21uh

9. Pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audind&eraturan Daerah
Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan gteran Satuan
Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnygbagaimana diatur
dalam Pasal 79 s/d Pasal 87 PP Nomor 54 Tahun 2017;

10. pengaturan jenis pelaporan dalam Peraturan Daeosd Burabaya Tentang
PDAM tidak sesuai dengan pengaturan jenis pelapP@AM sebagaimana

diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017.

Pertentangan pengatuan materi muatan dalam Perdbamrah Kota Surabaya Tentang
PDAM dengan peraturan perundang undangan yangdetkkan lebih tinggi khususnya
PP Nomor 54 Tahun 2017 diatas, mengakibatkan metggitan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Tentang PDAM tidak memenuhi syarat keapsahateril suatu peraturan

perundang undangan.

Akibat Hukum Pertentangan Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Perusahan
Daerah Air Minum Dengan Peraturan Perundang Undangan L ebih Tinggi

Pada pembahasan ini akan diuraikan tentang konkgyatahukum berkaitan
dengan status kerberlakuan Peraturan Daerah TerR&®M yang ditetapkan oleh

Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Dadfata Surabaya dalam
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penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Konsep akidatm suatu peraturan daerah
mengacu pada pikiran pokok yang tersirat dalamdPesgn Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2)
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa Pasal rafHu menyatakan bahwa

Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat #dratatau batal demi hukum apabila

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang bdakenang. Sedangkan Pasal 8 ayat

(2) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undanggkui dkeberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipdkan oleh Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibebiiklasarkan kewenangan. Kedua
norma hukum dalam penjelasan Pasal 5 dan Pasat§2yUndang Undang Nomor 12
Tahun 2011 diatas pada dasarnya mengklasifikasikamat hukum keberlakuan suatu
peraturan daerah dapat berbentuk sah secara hulaghmdétige), batal demi hukum
(rechtnietige), dan dapat dibatalkaniétige perbaar).

Dari Penjelasan Pasal 5 diketahui bahwa konsepa@kibkum sah secara hukum
(rechmatige) suatu peraturan daerah, bilamana peraturan dgarai dibentuk tersebut,
baik secara kewenangan kelembagaan, prosedur ptrkaenya (formil) dan pengaturan
materil muatan yang diatur dalam peraturan daeeabelbut (materil) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang beklaksusnya peraturan perundang
undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Semeratkitzat hukum batal demi hukum
(rechtnietige), dan dapat dibatalkamigtige perbaar) apabila peraturan daerah yang di
bentuk tersebut dibuat oleh lembaga negara atabgieyang tidak berwenang baik secara
formil dan materil.

Berkaitan dengan akibat hukum batal demi hukuech{nietige), dan dapat
dibatalkan Kietige perbaar) ini, perlu diperhatikan pikiran pokok yang terkamng dalam
ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomdrattin 1985 Tentang Mahkamah
Agung, yang menyatakan bahwa pencabutan peratumnongang-undangan yang

855



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 2, 2022

dinyatakan tidak sah, dilakukan segera oleh instgasg bersangkutan. Aturan dalam

ketentuan Pasal 31 ayat (3) undang undang ini, amehgng arti bahwa suatu peraturan
daerah yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah é\duiak secara serta merta tidak
berlaku dengan sendirinya, melainkan harus segéradak lanjuti dengan pencabutan

oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyatabasgbagai Lembaga negara yang
berwenang membentuk peraturan daerah tersebut.

Konsekwensi yuridis dan praktik dari ketentuan dbtg adalah bahwa suatu
peraturan daerah yang pembentukannya diketahui taknyalahi prosedur dan materi
muatannya bertentangan dengan peraturan perundaiaggan yang berkedudukan lebih
tinggi, tidak serta merta mengakibatkan peraturaerah dimaksud secara hukum dan
praktik tidak berlaku/batal dengan sendirinya. Méan peraturan daerah dimaksud harus
dicabut meskipun peraturan daerah tersebut telbatalkan oleh Mahkamah Agung,
dengan tetap menghendaki adanya upaya tindak lbejupa pencabutan yang dilakukan
oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyatdbaer

Pikiran pokok terhadap konsekwensi yuridis dan fitakeberlakuan suatu
peraturan daerah sebagaimana diuraikan diatasndnia ditinjau dari asas asas hukum
pemerintahan dikenal dengan apeessumtio iustae causa yang mengandung arti semua
tindakan pemerintah tetap sah berlaku sampai dichbatalkan oleh pejabat yang
berwenang atau pengadilan dan asastrarius actus yang mengandung arti bahwa
pencabutan tindakan pemerintah hanya dapat dilakukan oleh Leab#asan yang
membuat/melakukan tindakan tersebut dan pengatlilan.

Selaras dengan kedua prinsip hukum ini, dan sufisRasal 31 ayat (3) Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahn@apatan peraturan perundang-

® Philipus M. Hadjon, DkkHukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, 2010,
Hal 30
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undangan yang dinyatakan tidak sah, dilakukan segieth instansi yang bersangkutan,

berlaku terhadap status keberlakuan Peraturan Daesatang PDAM yang diketahui
bertentangan dengan peraturan perundang undangdmtieggi. Artinya tidak secara
otomatis mengakibatkan Peraturan Daerah TentangMPBAdah tidak berlaku lagi.
Melainkan Peraturan Daerah Tentang PDAM masih kerl#an sebagai dasar hukum
dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum di Kate@baya sampai dicabut oleh

Pemerintah Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan R&laerah.

Upaya Hukum Terhadap Pertentangan Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang
PDAM Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Tinggi.

Upaya hukum terhadap pertentangan materi muataatuP@n Daerah tentang
PDAM dengan peraturan perundang undangan yang lebdui berkaitan dengan
tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh perta¢ridaerah atau warga masyarakat
yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya aiteetathuinya adanya pertentangan
materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM depgeaturan perundang undangan
yang lebih tinggi.

Lampiran Il Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 mengapaya hukum yang
dapat dilakukan Pemerintah daerah, antara lainloneteekanisme perubahan/pencabutan
Peraturan Daerah Tentang PDAM. Perubahan suatutupsra perundang-undangan
dilakukan dengan menyisip/menambah materi ke d&amaturan perundang undangan
atau menghapus atau mengganti sebagian materuRer&erundang undangan.

Mekanisme ini dilakukan terhadap: a. seluruh atabagian buku, bab, bagian,
paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau kata, frstslahi, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangagakibatkan a.) sistematika

Peraturan Perundang-undangan berubah, b.) mateatuRen Perundang-undangan
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berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atauesgnsinya berubah, Peraturan
Perundang-undangan yang diubah tersebut lebihdiedout dan disusun kembali dalam
Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Berdasarkan pada mekanisme perubahan dan pencamiiagaimana dimaksud.
Peraturan Daerah Tentang PDAM, yang perlu diseanatlengan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi khususnya yang mengattang BUMD antara lain:

1. peraturan perundang undangan yang dijadikan dasamhdalam pembentukan
Peraturan Daerah Tentang PDAM sudah tidak berlaki dntara lain adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumben BPaydan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahamaBDa®eraturan diatas
perlu digantikan dengan Undang Undang Nomor |7 m&l9 Tentang Sumber
Daya Air dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 drentPemerintahan
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahlin Pé&ntang Badan Usaha
Milik Daerah;

2. defenisi PDAM pada ketentuan umum Peraturan Dasmatang PDAM perlu
disesuaikan dengan defenisi Perusahaan umum Daelalah BUMD yang
seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah danKiterbagi atas saham. Dan
didalam ketentuan umum Peraturan daerah TentangVPBérlu ditambahkan
defenisi Kepala Daerah sebagai Pejabat yang mewpekilerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan padas&étgaan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ pemasalumum Daerah yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan ubagnah dan memegang
segala kewenangan yang tidak diserahkan kepadiksbatgau Dewan Pengawas;

3. Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengatur “Maldan Jangka waktu
berdiri perusahaan umum Daerah terkait/PDAM” darup@engatur sistematika
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sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 54 Tabin, bahwa Peraturan
Daerah pendirian perusahaan umum Daerah palingisegémuat: a. nama dan
tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiataina; d. jangka waktu
berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disdtorigas dan wewenang
Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba;

4. Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Suryab&ka perlu
disesuaikan dengan aturan pemberian nama sebagadianr Pasal 12 ayat (2)
PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwa Nama perusahaan ubaerah didahului
dengan perkataan perusahaan umum Daerah ataudisipgkat Perumda yang
dicantumkan sebelum nama perusahaan. sehinggasredaka perusahaan
menjadi “Perumda Air Minum Surya Sembada”;

5. Pengaturan Permodalan perlu dilakukan perubahaaksedSumber Modal
BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomofd&wn 2017 bahwa
Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan mdrah; b. pinjaman; c.
hibah; dan d. sumber modal lainnya;

6. Pada Peraturan Daerah Tentang PDAM perlu dilakugarubahan dengan
mengatur norma sebagaimana terdapat pada Pas& B@rmor 54 Tahun 2017
bahwa Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalamatl)(®aerah dilarang
memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketigeddsarkan garis lurus ke
atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubuggag timbul karena
perkawinan;

7. Peraturan Daerah tentang PDAM perlu dilakukan pErab dengan
menambahkan norma sebagaimana diatur Pasal 31 K&hwab KPM tidak
bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umunnalDaspabila dapat

membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pridaak langsung maupun
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tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuataamwan hukum yang dilakukan
oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau c. tidakaebaik secara langsung
maupun tidak langsung menggunakan kekayaan pemsaimum daerah secara
melawan hukum. penambahan norma sebagaimana Biasat 32 bahwa KPM,

Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalenggmbangan usaha
perusahaan umum Daerah. Rapat dimaksud terdiriatagpat tahunan; b. rapat
persetujuan rencana kerja anggaran penrsahaan (aemah; dan c. rapat luar
biasa.

8. Ketentuan persyaratan pengangkatan Dewan Pengalvagasmana diatur Pasal
33 Peraturan Daerah tentang PDAM diatas perlu uliglesn dengan ketentuan
Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 R®rN@l Tahun 2017 yang
menentukan syarat untuk dapat diangkat sebagabtam@gwan Pengawas harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, peagahn, jujur, perilaku

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukaan

mengembangkan perusahaan;

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

memahami manajemen perusahaan yang berkaitan desadahn satu

fungsi manajemen;

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakaastyg;

berijazah paling rendah Strata | (S-1);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun padd sendaftar pertama

kali;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengaatau Komisaris

yang dinyatalan bersalah menyebabkan badan usahg ggimpin

dinyatakan pailit;

J. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, catepala daerah atau
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon angggialative.

oo

—5 @™o
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9. Materi muatan Pasal 13 Peraturan Daerah yang meamtpersyaratan atau
kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi perluedlagaskan dengan Pasal 57 PP
Nomor 54 Tahun 2017 sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, peagahn, jujur, perilaku

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukaan

mengembangkan perusahaan;

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

. memahami manajemen perusahaan;

. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usahasphaan;

berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidarenajerial perusahaan

berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun @aling tinggi 55
(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertaaia
tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengaatau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usatmg di@impin
dinyatakan pailit;

J. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidgaray merugikan

keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
|. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, catepala daerah atau
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon angggialatif.

> Q@00

10. Pasal 52 Peraturan Daerah Tentang PDAM mengatumandalam melakukan
pengawasan internal, Direktur Utama dibantu oletu&a Pengawas Internal.
Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah daaibPengawas. Kepala
Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkurigamerintah Daerah
untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengeld@ampertanggungjawaban
PDAM, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daebdwan Pengawas
dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor indepenahtuk melakukan
pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAMa/A dalam Peraturan
Daerah Tentang PDAM dimaksud perlu dilakukan pahalm dengan mengacu
pada pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komitet,Adaih Komite Lainnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 79 s/d Pasal 87 dafdbrNS54 Tahun 2017
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berkaitan dengan Pengangkatan kepala satuan pengaean dilakukan setelah
mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas, fpeagatugas Satuan
pengawas intern, Dewan Pengawas membentuk kondiedan komite lainnya

yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membd@dwan Pengawas atau
Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

11. Pasal 53 Peraturan Daerah mengatur Laporan Kegiatsaha PDAM
disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Girdkepada Kepala Daerah
melalui Dewan Pengawas perlu dilakukan perubahamgade menyesuaikan
dengan jenis pelaporan sebagaimana diatur dalanNd?P®Ror 54 Tahun 2017
bahwa pelaporan terdiri dari pelaporan dewan peagajan pelaporan direksi.
Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwuian laporan tahunan.
Laporan triwulan dan laporan tahunan paling sedikitdiri dari laporan
pengawasan yang disampaikan kepada KPM. Kemudidapdtan Direksi
BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulatan laporan tahunan.
Laporan bulanan dan Laporan triwulan terdiri atgsotan kegiatan operasional

dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Deergawas.

Dengan memperhatikan aturan jika suatu perubahaatuPan Perundang-undangan
mengakibatkan a.) sistematika Peraturan Perundadghrgan berubah, b.) materi
Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari @@8a puluh persen) atau c)
esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangam diabah tersebut lebih baik
dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Pengadadangan yang baru. Maka
berdasarkan evaluasi Peraturan daerah Tentang PBé&ddgaimana diuraikan diatas.
Diketahui bahwa pertentangan materi muatan Perata@rah Tentang PDAM dengan

peraturan perundang undangan lebih tinggi meleddm 50% (lima puluh persen)
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sehingga Peraturan daerah Tentang PDAM lebih badbdt dan disusun kembali dalam
Peraturan daerah baru yang mengatur Tentang PDAM.

Kedua, bagi warga masyarakat yang dirugikan dengan mdiiarlakukannya
Peraturan Daerah Tentang PDAM, upaya hukum yangatdaplakukan selain
menyampaikan aspirasi perubahan materi muatan up@matdaerah Tentang PDAM
kepada Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan RaRgerah. Selain itu warga
masyarakat dapat pula mengajukan permohonan Ugriapada Mahkamah Agung atas
dasar Peraturan daerah Tentang PDAM bertentangagade peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi. Pasal 9 ayat (2) UUT&Bun 2011 menyatakan dalam hal
suatu peraturan perundang-undangan di bawah Uridadghng diduga bertentangan

dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleahkdmah Agung.

PENUTUP

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2@dylathkan bahwa permohonan
keberatan yang diajukan oleh kelompok masyaralkat p¢rorangan yang merasa haknya
dirugikan dapat mengajukan permohonan yang beglsttatan terhadap berlakunya suatu
peraturan perundang undangan yang diduga bertamangngan suatu peraturan
perundang undangan tingkat lebih tinggi yang diajuke Mahkamah Agung untuk

mendapatkan putusan.
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DEGRADASI NILAI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN
PERGURUAN TINGGI
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ABSTRACT

Accreditation of study programs and universitiesti very valuable for students, especially
for continuing careers after studying in collegearidus agencies require study program
accreditation scores to be able to participatehin gelection of job vacancies. Students who
initially register at a university with good accitation, do not have a guarantee that when they
graduate their study program accreditation doesdeatrease. Meanwhile, the accreditation
value used is the accreditation value at the tifrgraduation from the university. Therefore, the
position of students is very vulnerable to be harbg changes in the value of accreditation,
especially those changes caused by education maeagerrors. It is necessary to clarify the
legal position of each party so that it is cleaiovidhresponsible and what legal remedies can be
taken. This research was conducted using a noren@ivdical method with a statutory and
conceptual approach. The results of this studytfaestudents can file a lawsuit for unlawful
acts at the District Court or a lawsuit Onrechtg@tDverheidsdaad at the State Administrative
Court.

Keywords: Student, Higher Education, Accreditation

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia setnjadi prioritas dan
mendapat perhatian yang cukup besar di negara yergrapkan tanggung jawab
terhadap warganya (welfare staat). Kesadaran akaningnya pendidikan untuk
eksistensi keberadaan suatu bangsa dan negaraigaggalepas dari perkembangan
zaman. Model penjajahan yang bergeser dari bentmkajahan fisik ke penjajahan
ekonomi dan budaya mengharuskan suatu bangsa dmranenembekali generasi
penerusnya dengan pendidikan yang cukup, baik gikadi kewarganegaraan untuk
menjaga karakter dan budaya bangsa, maupun peadid#knologi dan manajemen
untuk menghadapi pasar global.

Sebagai suatu sistem, pendidikan dimulai dari seggakk mulai mampu
berinteraksi dengan orang lain, yang dalam bahasarudisebut sebagi pendidikan
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anak usia dini. Pendidikan kemudian berlanjut kekat dasar atau biasa disebut
sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertaakalaB menengah atas, dan
pendidikan tinggi.

Indonesia menempatkan pendidikan dalam konstitasthyPasal 31 UUD NRI
Tahun 1945 yang menyebutkan (1) Setiap warga ndgateak mendapat pendidikan,
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidildasar dan pemerintah wajib
membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan tesggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanankggakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehiduan bangsa, yaty dengan undang-undang, (4)
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekiaragngnya dua puluh persen
dari anggaran pendapatan dan belanja negara sataamgaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelesmyaendidikan nasional, (5)
pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknaleggan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk keangperadaban serta kesejahteraan

umat manusia.

Pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikdasar dan pendidikan
menengah mendapat perhatian yang sedikit berbedak&arakteristiknya dalam hal
kebebasan mimbar akademik dan otonomi perguruggitiPendidikan tinggi sebagai
pendidikan yang tidak masuk dalam program wajikajaeldi Indonesia, menjadikan
pendidikan tinggi sebagai sebuah pilihan yang dalenbil atau tidak oleh warga
negara. Peran pemerintah dalam pendidikan tinggahdsebagai penyelenggara utama
dengan mendirikan perguruan tinggi negeri, bailamiabentuk universitas, institut,
sekolah tinggi, politeknik, atau akademi. Selam fpemerintah juga berperan dalam
menetapkan standar-standar pendidikan tinggi yargshdipenuhi dan dilaksanakan
oleh perguruan tinggi.

Mengingat kondisi geografis Indonesia dan jumlahdoeluknya yang banyak,
selain perguruan tinggi negeri, pemerintah juga méwm peluang kepada masyarakat
untuk mendirikan perguruan tinggi guna memenuhuketan pendidikan tinggi warga
negara. Sampai dengan tahun 2017 perguruan tirgggrn(PTN) jumlahnya 122,
sedangkan perguruan tinggi yang didirikan masydrakau yang disebut perguruan
tinggi swasta (PTS) jumlahnya 3.154. Peran masgansng demikian besarnya dalam
menyelenggarakan pendidikan tinggi mendorong penatriuntuk menetapkan standar
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yang dapat menjamin kualitas pendidikan yang diaeritermasuk syarat minimal
sarana pembelajaran, materi, metode, jumlah ddsglifikasi dosen, rasio jumlah

dosen dan jumlah mahasiswa, dan sebagainya.

Jumlah tersebut selain dipengaruhi oleh kondisggees Indonesia, juga tidak
terlepas dari faktor ekonomi. Biaya pendidikan gingang cukup besar menyebabkan
banyak pihak yang kemudian tertarik menjadikan pbkan tinggi sebagai sebuah
bisnis, meskipun dalam peraturan perundang-undardisebutkan bahwa badan
penyelenggara perguruan tinggi harus berprinsilabar atau tidak berorientasi pada
keuntungan sebagaimana perusahaan-perusahaan madmya’ Pembuktian bahwa
pendidikan dijadikan sebagai lahan bisnis memadt@ktmudah, banyak celah hukum
yang dimanfaatkan untuk menyimpangi ketentuan pexat perundang-undangan

sehingga pelakunya tidak dapat ditindak secararmuku

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistendii&an Nasional,
memberikan otonomi keilmuan kepada perguruan tjregggta otonomi untuk mengelola
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan penditiiggi, penelitian ilmiah, dan
pengabdian kepada masyarakat. Sebdgaispecialis Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutny@gelit Undang-Undang
Pendidikan Tinggi) memberikan kewenangan kepadaarbapenyelenggara yang
berbentuk badan hukum untuk mengatur otonomi peegutinggi melalui statuta yang

ditetapkannya dengan tetap mengikuti ketentuamdpkraturan perundang-undangan.

Intervensi pemerintah diwujudkan dalam penentuandstr pendidikan tinggi
melalui Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan tpeaa pelaksananya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentaangd&t Nasional Pendidikan, dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nombal®in 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebutCa@KTI).

Dengan penetapan standar pendidikan oleh pemerintedka PTS yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mengiketentuan tersebut dengan cara
memenuhi atau apabila mampu dapat melampauinyaDI8NI dievaluasi oleh suatu

badan yang dinamakan Badan Akreditasi NasionaluPeag Tinggi (BAN PT) yang

! Indonesia membedakan antara pendidikan formairrimdl, dan nonformal. Dalam pendidikan formal
pengaturannya diatur secara detail karena pendiditanal dianggap sebagai tulang punggung penopang
hak konstitusional warga negara terhadap pendidikag tidak boleh dikomersialisasi.
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secara periodik setiap lima tahun melakukan persasik laporan pelaksanaan proses
pembelajaran dan pemenuhan standar lain. BAN PTQevatuasi perguruan tinggi dan
program studi dalam perguruan tinggi yang dibantila ppleh Lembaga Akreditasi
Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) serta memberikgeringkat atas capaian
perguruan tinggi dan program studi dalam mementdmdsr berupa akreditasi A
(Unggul), akreditasi B (Baik Sekali), akreditas{Baik), dan tidak terakreditasi. Suatu
program studi yang tidak terakreditasi tidak bofeénerima pendaftaran mahasiswa
baru atau meluluskan mahasiswa yang sudah dalasegpbelajar.

Perolehan nilai dalam akreditasi menjadi prestasi kebutuhan tersendiri bagi
program studi. Program studi dengan nilai A (Unggidlan menjadi program studi yang
diminati banyak mahasiswa. Sebaliknya, programisgadg nilainya C (Baik) akan
sepi peminat. Hal tersebut tidak terlepas dari gekisf dunia kerja yang masih
mengandalkan nilai akreditasi suatu program steldagai ukuran baik tidaknya proses
belajar pada pendidikan tinggi, selain indeks asdtumulatif (IPK) dalam transkrip
dari masing-masing lulusan. Seleksi penerimaan vp&gaegeri selalu memberikan
persyaratan bahwa calon pegawai negeri harus tldtsprogram studi yang minimal
terakreditasi B (Baik Sekali). Hal serupa jugaddrjpada pengajuan kenaikan jabatan
akademik dosen maupun pengajuan kenaikan pangkgawpe negeri, dimana
pendidikan yang dihitung angka kreditnya hanya yla@@sal dari program studi yang
minimal terakreditasi dengan nilai B (Baik SekaBPada perusahaan swasata, nilai
akreditasi program studi tidak menjadi penilaiaam#, mayoritas perusahaan swasta
menilai calon pekerjanya dengan penguasaan kongdeteknik sesuai kebutuhan
perusahaan, sementara nilai akreditasi hanya sgb&ganjang.

Mahasiswa sebagai peserta didik pada perguruagitmgnjadi pihak yang
sangat rentan terhadap ketidakpatuhan atau ke@islak®mn perguruan tinggi,
khususnya PTS, dalam melaksanakan pendidikan. iPosisdiperparah dengan
kedudukan perguruan tinggi yang bukan sebagai bhdkam, sehingga pembebanan
tanggung jawab terhadap pemenuhan standar yarigptkiée pemerintah menjadi bias,
apakah dibebankan kepada individu pengurus pergurtinggi atau badan
penyelenggara perguruan tinggi yang menaungi pssmadéie dan memiliki otonomi

dalam pembentukan perguruan tinggi. Muara dardk&patuhan atau tidak tercapainya
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adelaenurunnya nilai akreditasi
program studi atau nilai akreditasi perguruan tingg

Dari latar belakang tersebut, maka isu hukum yakgn aditeliti adalah
perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang progtadi atau perguruan tingginya
mengalami penurunan nilai akreditasi, termasuk apaykum yang dapat dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangu€iléndonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitiarkumi normatif dengan
menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatatugzer perundang-undangan
(statute approach pendekatan konseptuatofpseptual approagh dan pendekatan
kasus €ase approach untuk memperoleh preskripsi dari isu hukum yaetph

dirumuskan

PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Mahasiswa dalam Konteks Hukum Perlindungan

Konsumen

Terdapat dua pendapat terkait pertanyaan apakayelpeggaraan pendidikan
termasuk dalam lingkup hukum perlindungan konsumatew tidak. Pendapat pertama
mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan, daEmini pendidikan tinggi
termasuk dalam lingkup hukum perlindungan konsurdengan dasar argumentasi
bahwa definisi ‘konsumen’ dalam Pasal 1 angka 2ddgdJndang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang tdan/msa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingansendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidalkukrdiperdagangkan”

Dengan definisi konsumen tersebut maka setiap goantpkai barang dan/atau
jasa yang tidak untuk diperdagangkan, artinya bsedragai distributor, disebut sebagai
konsumen. Keterpenuhan terhadap definisi tersedmitinya tidak menjadikan setiap
konsumen dapat dilindungi oleh Undang-Undang Réutigan Konsumen, tetapi perlu
juga dilihat definisi ‘pelaku usaha’ sebagai pengdthrang dan/atau jasa yang dipakai

oleh konsumen.
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Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19&8ng Perlindungan
Konsumen memberikan definisi pelaku usaha sebagkiu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseoranganbatian usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hy&omdidirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalanyatilaukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasaw@alui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaigoaknomi”

Atas dasar kata ‘berbagai bidang ekonomi’ dalamingef pelaku usaha
tersebutlah pendapat kedua mendasarkan argumepeasiapat kedua ini mendalilkan
bahwa pendidikan tidak termasuk dalam usaha bid&ogomi dikarenakan terdapat
perbedaan tujuan antara usaha dalam bidang ekow@mgan penyelenggaraan
pendidikan. Dalam usaha bidang ekonomi tujuan utgmadalah memperoleh laba,
sementara penyelenggaraan pendidikan tujuan utantarkan memperoleh laba, tetapi
lebih kepada tujuan sosial yaitu mencerdaskan kehid bangsa sebagaimana termuat

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repaofibkesia Tahun 1945.

Tidak mudah untuk menentukan suatu lembaga itwijo@rt memperoleh laba
atau tidak. Pembedaan tersebut tidak cukup hanygade melihat bentuk badan
hukumya saja. Meskipun badan penyelenggara perdidikggi berbentuk yayasan
yang dikatakan sebagai badan hukum nirlaba sebagairerlihat dalam Pasal 3 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayagang menyebutkan
“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan as&pada Pembina, Pengurus, dan
Pengawas” tetapi dalam Pasal 5 Undang-Undang NdBoiahun 2004 tentang
Perubahan Undang-Undang Yayasan menyebutkan:

(1) “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, malkpekayaan lain yang
diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang itayaaig dialihkan atau
dibagikan secara langsung atau tidak langsung, dealikm bentuk gaji, upah,
maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapataiidengan uang kepada
Pembina, Pengurus dan Pengawas.

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksia ggat (1), dapat
ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Re&hguenerima gaji,
upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengandiri, Pembina, dan
Pengawas; dan
b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langaarmeduh.

(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorariungagbana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai kemamipeleayaan Yayasan”
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Dengan ketentuan norma sebagaimana dalam Undargagndayasan, maka
badan penyelenggara pendidikan tinggi yang berkeydyasan adalah penyelenggara
badan usaha dan pengurusnya tetap berhak mempgagletpah, atau honorarium.

Terkait dengan pertanyaan apakah pendidikan masil&mdruang lingkup
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat kitisehapakah para pihak yang
terlibat dalam pendidikan dapat masuk sebagai pillazkm ruang lingkup Perlindungan
Konsumen. Pertama adalah apakah mahasiswa dapstgbkikan sebagai konsumen?.
Menjawab pertanyaan tersebut dapat dirujuk Pasahngka 2 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Dalam definisi konsumen, asialva sebagai pemakai jasa
yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan sdediu dapat masuk di dalamnya.
Pertanyaan kedua adalah apakah perguruan tinggbatian penyelenggara perguruan
tinggi dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha&hjévab pertanyaan tersebut dapat
dirujuk Pasal 1 angka 3. Terdapat dua unsur yang pleuji, pertama adalah apakah
perguruan tinggi termasuk sebagai badan usahaalkathlah apakah usaha pendidikan

termasuk dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 rtgnt¥ayasan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N@®orahun 2004 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tent@gsan (selanjutnya
disebut Undang-Undang Yayasan), maka perguruamitiadalah badan usaha dari
suatu yayasan, mengingat yayasan tidak boleh dipak@n secara langsung sebagai
badan usaha, tetapi harus membentuk suatu badander untuk mewujudkan maksud
dan tujuan dibentuknya yayasan. Dengan ketentusmeligt, maka jelas perguruan

tinggi adalah badan usaha.

Menjawab pertanyaan kedua, apakah usaha penditBkarasuk dalam bidang
ekonomi, maka dapat dirujuk dari pengertian danlementasinya di Indonesia.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonemaitibilmu tentang asas-asas
produksi, distribusi, dan pemakaian barang-baraegaskekayaan (seperti hal
keuangan, perindustrian, dan perdagarfya®ementara dari implementasinya di
Indonesia, ekonomi selalu dipisahkan dari pendidikarena keduanya memiliki ruang

lingkup masing-masing. Sebagai contoh dalam kasstit ketentuan mengenai

2 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi
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pendidikan ada pada Bab XIII, sementara ketentuangenai ekonomi ada pada Bab
XIV. Dengan pembedaan pengaturan dalam konstiassebut, tentunya akan diikuti
dengan pembedaan pada peraturan perundang-undéirgamahnya.

Apabila dilihat dari dua argumentasi tersebut, makgumentasi kedua yakni
argumentasi yang menyatakan bahwa pendidikan tefakasuk dalam ruang lingkup
Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih kuatldhin berdasar dibandingkan
dengan argumentasi pertama yang menyatakan bahmdidg@n termasuk dalam

ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan M ahasiswa dalam Konteks Hukum Perikatan
Sebagaimana diketahui dari Pasal 1233 Kitab Undardpng Hukum Perdata

(KUHPerdata) bahwa perikatan dapat lahir dari pgga atau dari undang-undang.
Dalam konteks hubungan hukum antara mahasiswa depgayuruan tinggi perlu
ditelaah kembali apakah perikatan tersebut lahir dadang-undang atau lahir dari
persetujuan. Perikatan yang lahir dari undang-ugdiinedakan menjadi dua, pertama
perikatan yang lahir dari undang-undang saja, kexuéatan yang lahir dari undang-
undang akibat perbuatan manusia baik itu perbugdag sesuai hukum maupun yang
melanggar hukum. Apabila melihat ketentuan wajittajpe dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Makigerta Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, makadjkkan tinggi tidak termasuk
dalam program wajib belajar karena program wajibjae hanya sampai dengan tingkat
Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah TsatmwMTs). Dengan
demikian hubungan hukum yang terjadi antara malasidengan perguruan tinggi

bersumber dari perjanjian.

Di Indonesia suatu perjanjian tunduk pada ketenBigu 11l KUHPerdata yang
mengatur tentang perikatan. Syarat sah perjangragaimana terdapat pada Pasal
1320 terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak
2. Cakap hukum

3. Suatu hal tertentu

4. Sebab yang legal

Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhkamzerlakulah ketentuan
Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan ‘Semua peafjagang dibuat secara sah berlaku
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatngalanjutnya dalam

pelaksanaannya berlaku ketentuan Pasal 1338 gyaarfayat (3) yang menyebutkan:

‘Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selagiengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang olééingrundang dinyatakan
cukup untuk itu’ dan

‘Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikakl
Apabila kita melihat proses terjadinya hubunganumulantara calon mahasiswa

dengan perguruan tinggi, khsusunya pada pergurimggitswasta, pada mulanya
diawali dengan penawaran dari perguruan tinggiatemtprogram pendidikan yang
dijalankannya. Penawaran tersebut tentunya diiklehgan penjelasan-penjelasan
tentang kurikulum, dosen pengajar, fasilitas belagapaian pembelajaran, dan nilai
akreditasi yang dimiliki oleh suatu program studpédrguruan tinggi pada saat itu yang
keseluruhan penjelasan tersebut pada umumnya didalam suatu brosur. Apabila
calon mahasiswa tertarik dengan penawaran dariupeyg tinggi, maka selanjutnya
mahasiswa mengisi formulir, membayar biaya-biayarmangikuti proses seleksi.

Apabila dari hasil seleksi calon mahasiswa dimh@menuhi persyaratan, maka
hubungan hukum mahasiswa dengan perguruan tinggilai. Terkait dengan janji-
janji dalam pra kontrak sebagiamana yang ada ddlawsur, terdapat perbedaan
pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwganginjpra kontrak yang
umumnya terdapat dalam brosur adalah satu kesateagan kontrak yang dibuat.
Pandangan ini bersandar bahwa suatu perjanjiars lolaksanakan dengan itikad baik,
artinya itikad baik itu sejak awal sudah menjadataukesatuan dalam suatu kontrak,
karena janji-janji yang terdapat dalam brosur gt@mawaran itulah yang menyebabkan
pihak lain tertarik dan menutup sebuah kontrak. &dara pandangan kedua
mengatakan bahwa janji-janji pra kontrak bukan mpakan bagian dari sebuah kontrak.
Pandangan ini mempertahankan argumentasinya badmagpak hanya berkewajiban
untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam &ansehingga apabila janji pra
kontrak tidak dimasukkan dalam klausul kontrak, angénji tersebut tidak wajib
dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan, karena jargi kontrak belum memenuhi syarat
sebuah kontrak khususnya terkait ‘suatu hal testesghingga belum dikategorikan
sebagai kontrak.

Di Indonesia hakim masih cenderung menganggap bgmigra kontrak tidak

termasuk sebagai prestasi yang harus dipenuhi. iklalterlihat dalam Putusan
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Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1984 dan beberagaspn lainnya. Namun
demikian yurisprudensi tersebut tidak menutup uplaylum berupa gugatan pihak-
pihak yang dinilai melakukan Perbuatan Melanggakutu (PMH)

Perlindungan M ahasiswa dalam Konteks Hukum Administrasi
Hukum administrasi sejatinya lahir atas reaksi addp kekuasaan raja yang

absolut, sehingga dengan banyaknya campur tangan penterif#am kehidupan
masyarakat diperlukan hukum administtasiiubungan hukum adminsitrasi dengan
hukum perdata adalah sebagai pengisi kekosongasughgang tidak dapat dipenuhi
oleh hukum perdata atau mengurangi berlakunya bBphehak yang timbul dari
ketentuan hukum perdataHubungan hukum mahasiswa dengan perguruan tinggi
dalam konteks hukum administrasi lahir dari pemafsibadan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pasal laaBgkJU PTUN yang
medefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negtah badan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan naergierundang-undangan yang
berlaku. Senada dengan definisi tersebut, Pasalgkaa3 Unang Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mekerdefinisi Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksarfiakgsi pemerintahan, baik di
lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negamyh. Sedangkan definisi dari
fungsi pemerintahan adalah fungsi melaksanakan rastnaisi pemerintahan yang
meliputi  fungsi pengaturan, pelayanan, pembangungmemberdayaan, dan

perlindungan. Hal tersebut senada dengan pendagrahiarts:

“Karena itu, apa dan siapa saja yang melaksanakaysif demikian, maka
pada saat ia berbuat tersebut menurut undang-undam@pat dianggap
sebagai suatu Badan atau Jabatan TUN atau pelaksasen permintahan
negara ini. Dengan demikian, apa saja dan siapa teggebut mungkin
sekali dan dapat tidak terbatas pada instansifgsst@smi yang berada
dalam lingkungan dan jajaran pemerintah saja. Mumggkali instansi yang
berada dalam lingkungan kekuasaan di luar lingkandgakuasaan
pemerintah, seperti Kesekretariatan Jenderal MPR/DPnhaupun

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal MahkaAgng, bahkan

3 M. Nata Saputraiukum Administrasi Negar&ajawali, Jakarta, 1988, h. 29

* Prajudi AtmosudirdjoHukum Administrasi Negar&halia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 24-25

® Indroharto,Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Usiha Negara, Buku |
Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Nedawataka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h.33.

® Indroharto,Op.Cit, h.70
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mungkin sekali suatu badan hukum perdata swastangorswasta,

universitas, rumah sakit, perusahaan angkutangetsitas swasta, yayasan
dan sebagainya yang dapat berdasarkan suatu peratloeri tugas untuk

melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.”

Dalam perspektif hukum administrasi, wewenang bebmr dari atribusi,
delegasi, dan mandat. Pada atribusi terjadi perbbemewenang permerintahan oleh
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,giedadelegasi adalah pelimpahan
kewenangan dari Pejabat Pemerintahan yang telahpereteh kewenangan atribusi
kepada Pejabat atau Badan Pemerintahan. IBerbeda dengan atribusi dan delegasi,
mandat hanyalah hubungan intern yang tidak mengttah pelimpahan atau
pemindahan wewenang yang telah ada, sehingga mdraigia dapat dikatakan
menjalankan wewenang untuk dan atas nama sertatatggung jawab pemberi
mandal. Dalam konteks PTS, Pasal 7 ayat (3) huruf e UKTDmemberi kewenangan
atribusi kepada Menteri untuk memberikan atau naumcazin penyelenggaraan
perguruan tinggi. Sejalan dengan ketentuan tersetbatam Pasal 60 ayat (2)
menyebutkan bahwa PTS didirikan oleh masyarakatgatenmembentuk badan
penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip airtddn wajib memperoleh izin
Menteri.

Berdasarkan kewenangan delegasi yang diperoleh &&nteri yang
bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggidapat dua penafsiran istilah
pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dp&guruan tinggi swasta,
pertama adalah penafsiran bahwa yang merupakabgpgjang melaksanakan urusan
pemerintahan adalah rektor. Hal ini terlihat daritBan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor 29/G/2014/PTUN.MDN dimana hakim mendasa bahwa rektor
selaku pemimpin universitas adalah pejabat yang@ksahakan urusan pemerintahan
dalam bidang pendidikan tanpa membahas status BBRM§ mengangkat rektor
sebagai pemimpin universitas. Putusan tersebutkdipe di tingkat banding dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No®/&/2015/PT.TUN-MDN serta
tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nd@biK/TUN/2015. Penafsiran
pertama seperti itu dilakukan apabila objek seragkgt adalah Keputusan Rektor

seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Tata UdSdbgara Medan Nomor

" Ibid. h. 91
8 Ibid. h. 93
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65/G/2015/PTUN-MDN atau keputusan Rektor terkaithasdsswa drop out juga
menjadi objek sengketa dalam Pengadilan Tata Uddbgara seperti putusan
N0.29/G/2014/PTUN-MDN jo 10/B/2015/PT.TUN-MDN jo 40 K/TUN/2015.

Putusan No0.6/G/2015/PTUN-TPI jo 200/B/2015/PT.TUNDN jo 195 K/TUN/2016

dan Putusan No. 87/G/2014/PTUN-JKT jo 346/B/2014IR®N.JKT jo 307

K/TUN/2015 jo 162 PK/TUN/2016

Hadjon menjelaskan dalam keputusan-keputusan/tamdékdakan Tata Usaha
Negara terdapat empat macam sifat norma hukurmarRemorma umum abstrak, kedua
norma individual konkrit ketiga norma umum konkrkeempat norma individual
abstrak® Dari keempat sifat norma hukum tersebut yang na@p norma hukum
Keputusan feschikkiny adalah individual konkri?

Penafsiran kedua menyebutkan bahwa yang berstetmga Pejabat Tata
Usaha Negara adalah Ketua BPPTS, disebabkan BRBAGdp sebagai badan hukum
publik karena melaksanakan sebagian fungsi dari eRBetah vyaitu sebagai
penyelenggara pendidikan. Penafsiran ini ada padas&n Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor 13/G/2013/P.TUN.MKS jo PutuBangadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar Nomor 09/B/2014/PT.TUN.MKS,Pptusan Mahkamah
Agung Nomor 310 K/TUN/2014, jo Putusan Mahkamah wWguNomor 120
PK/TUN/2015.

Dari dua penafsiran tersebut dapat muncul penafdiegu bahwa penentuan
siapa Pejabat Tata Usaha Negara ditentukan bekdastindakannya. Dalam artian
apabila tindakan tersebut memenuhi unsur penettgréulis ataubeschikkingmaka
sengketa yang terjadi atas penerbitan penetapaebtdr merupakan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara. Hadjon menyebutkaur sogatu penetepan tertulis atau
beschikking sebagai beriktt

penetapan tertulis;

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara,

tindakan hukum Tata Usaha Negara;

konkret, individual, final,

berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukushatpér

ogkrwndE

° Philipus M. Hadjonet al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesi€etakan kesepuluh,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 200&%.1

%1pid. h. 124

M philipus M. Hadjonet al, Op.Cith. 138
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Sedangkan Indroharto memberikan tambahan unsumu spabetapan atau
beschikking sebagai beriktf:

bentuk penetapan harus tertulis;

dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN;

berisi tindakan hukum TUN;

berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduserla

bersifat konkret, individual dan final,

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau biaalamm perdata.

oA WNE

Dengan mendasarkan bahwa Menteri memberikan delegaada BPPTS, dan
berdasarkan Pasal 67 UU DIKTI bahwa otonomi pergaioperguruan tinggi diatur
oleh BPPTS dalam statuta perguruan tinggi, makamgaan tentang apakah rektor
atau pimpinan BPPTS yang mendapat delegasi daritdvledapat terjawab dalam
kewenangan yang diatur dalam statuta. Dengan maliatuta dan peraturan-peraturan
internal di perguruan tinggi, maka akan terlihapsi memiliki kewenangan apa, dan
apakah kewenangan tersebut termasuk dalam tindakam Tata Usaha Negara.

Implikasi dari kesimpulan tersebut adalah bahwealbyd) Tata Usaha Negara
dalam suatu PTS dapat berlaku untuk siapa saja yaeqiliki kewenangan
berdasarkan ketentuan dalam statuta dan peratuemal PTS. Hal ini sejalan dengan
pendapat Indroharto yang juga menyimpulkan bahwapés saja dan apa saja yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangkiebokerwenang melaksanakan
suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapagghp berkedudukan sebagai
Badan atau Pejabat TUN’

Berdasarkan pada delegasi kewenangan yang dibeole&n menteri yang
membidangi pendidikan serta otonomi perguruan tinygag diatur dalam Undang-
Undang Dikti, maka telah jelas bahwa BPPTS merupdkadan Tata Usaha Negara
dengan batasan konteks ketika menjalankan sebagigsi pemerintahan, dalam hal
ini pendidikan, secara langsung. Artinya BPPTS ypada hakikatnya adalah badan
hukum privat, berubah menjadi badan hukum publikhakala sedang menjalankan
sebagian fungsi pemerintahan secara langsung lbekdaskewenangan delegasi dari
menteri dan otonomi perguruan tinggi. Sebagai dodl@am hal BPPTS mengangkat

dosen, mengangkat pimpinan perguruan tinggi, megigdn pejabat struktural

2 |ndrohartoOp.Cit, h. 163
2 bid. h. 166
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akademik, mengangkat tenaga kependidikan, dan dabagainya yang merupakan
tindakan langsung dalam konteks menjalankan sebagiagsi pemerintahan pada
perguruan tinggi, maka BPPTS merupakan Badan Ta&h& Negara. Sebaliknya,
dalam hal BPPTS membangun gedung, membeli perlpagk@enunjang, membeli
tanah, berinvestasi, dan lain sebagainya dalamekenperdata, maka BPPTS tetap
sebagai badan hukum privat. Pembedaan tersebutingajdumrah sebagaimana
pembedaan yang terjadi pada pengadaan barangsgeoigén pemerintah

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negar&NPT pada awalnya
hanya pada sengketa Keputusan Tata Usaha Negar&JN)KTtetapi dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20latarig Administrasi
Pemerintahan, maka PTUN juga berwenang menyelesaikgatanOnrechtmatige
Overheidsdaad yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Peraditaom.
Meskipun telah mengalami perluasan, tetap sajandatanteks mahasiswa yang
dirugikan oleh perguruan tinggi yang nilai akresiitprogram studi atau akreditasi
perguruan tingginya turun tidak mudah untuk dirukams Hal ini dikarenakan pada
umumnya penurunan nilai akreditasi tidak terjadny@a karena satu sebab, tetapi
dikarenakan akumulasi dari berbagai penurunan tegatitau mutu dari program studi
atau perguruan tinggi tersebut. Pengecualian @aiielnsebut adalah apabila penurunan
akreditasi disebabkan oleh satu hal, misalnya ss#agkntara yayasan dengan rektorat.
Tentunya hal tersebut lebih mudah untuk dirumusielragai penyebab turunnya nilai
akreditasi, atau bahkan muncul sanksi berupa pemalpefirogram studi atau perguruan

tinggi hingga pencabutan izin.

KESIMPULAN

Perguruan Tinggi bertanggung jawab terhadap kemugiang timbul akibat
turunnya nilai akreditasi program studi maupuniralkaeditasi perguruan tinggi selama
dapat dibuktikan bahwa terdapat kesalahan yanguliém oleh pengelola perguruan
tinggi atau adanya sengketa antara perguruan tohggjan yayasan. Mahasiswa yang

dirugikan dengan turunnya nilai akreditasi progrstadi atau perguruan tinggi dapat

14 Febby FajrurrahmahPenerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa PemeribadeSe
Sengketa Tata Usaha Negagaitnal Hukum Peraturiyolume 2, Nomor 2, Agustus 2019, h.210
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mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum mdPangadilan Negeri, atau

mengajukan gugata@nrechtmatige Overheidsdagéda PTUN.

SARAN
Perguruan tinggi harus mematuhi ketentuan dalanD8N'l dan diupayakan

untuk melampauinya agar terhindar dari pertanggwmgpan atas turunnya nilai

akreditasi program studi maupun akreditasi pergutinggi.
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KONSEP3IN 1IN THE LAND ACQUISITION UNTUK TANAH ASET
DESA SEBAGA|I KEKAYAAN ASLI YANG SAH

Satria Wira Yudha! dan Moh. Saleh?
Fakultas Hukum Universitas Narotama
satriawirajudha@gmail.com

ABSTRACT

In the public interest, including the intereststioé nation and state as well as the
common interests of the people, land rights canelieked by providing appropriate
compensation according to the method regulatechlsy The case that occurred was
that the residents of Kapru Hamlet, Gunungsariagdl, Bumiaji District, Batu City
felt disadvantaged after finding that one of thdadge Treasury Lands (TKD) was
controlled by individuals. The formulation of theoplem in this study is how legal
efforts can be taken by the residents of GunundéHage to save village land assets
from individual parties based on the 3 in 1 in ttend Acquisition concept. The
research method in studying this problem is noweatgal research. The concept of
3 in 1 in the Land Acquisition in land acquisitidor development is a land
acquisition activity from beginning to end or frompstream to downstream which
ultimately leads to three points, namely the spaint, decision point and product
point. Individuals who control the land to be usedland can file an objection and
verification and improvement will be carried out ander to obtain legal certainty
regarding ownership rights and land objects. Howevé is Village Treasury Land,
the individual does not receive compensation.

Keywords. Land Procurement, Public Interest, .Village Land

PENDAHULUAN

Tanah memiliki makna multidimensional bagi masyatalNegara mempunyai
hak untuk menguasai tanah, melalui fungsi negatakumengatur dan mengurus. Makna
tanah tidak harus dimiliki oleh negara adalah, apadnya hak perorangan masyarakat
terhadap tanah yang dimiliki oleh negara. Pembamgusarana infrastruktur dapat
dilakukan dengan cara pengadaan tanah bagi penn@mgintuk kepentingan umum.
Dalam praktiknya dikenal 2 (dua) jenis pengadaaraha yaitu pengadaan tanah oleh
pemerintah untuk kepentingan umum dan pengadaarh tantuk kepentingan swasta
yang meliputi kepeningan-kepentingan komersiallal#can komersial atau bukan sosial.

Proses selanjutnya setelah adanya pengadaan tamah pembangunan demi
kepentingan umum adalah pencabutan hak atas tasalaisketentuan yang terdapat
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dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa: “Ungpektingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingaanierrakyat, hak-hak atas tanah
dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yayaklenenurut cara yang diatur dalam
undang-undang.”

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawalpdagaduan suatu pihak
(orang atau badan hukum) yang berisi keberatanr&etredan tuntutan hak atas tanah
baik terhadap status tanah, prioritas maupun kdg@mnya . Kasus yang terjadi adalah
Warga Dusun Kapru, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumi&ota Batu merasa
dirugikan setelah mendapati salah satu Tanah Kaa pb&D) dikuasai oleh perorangan.
Mereka menuntut Kepala Desa Gunungsari, Andi Susiengambil langkah tegas.
Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Aset Desahdrap Tanah Kas Desa tersebut
haruslah dipertahankan demi kemaslahatan warga Gesagsari dan pemerintah desa
segera mengambil alih tanah desa seluas 800 megtq itu. Penggarap lahan tersebut
sudah menempati Tanah Kas Desa sejak beberapaléinaian saat ini digunakan untuk
menanam sayuran. Harus segera diambil alih supsgtadesa ada kejelasan dan bisa
bermanfaat bagi semua masyarakat, bukan hanya satukorang saja. Lahan desa itu
sebelumnya pernah disengketakan dan menjalanidpegan Pengadilan Negeri (PN)
Malang pada tahun 2014. Hasilnya dimenangkan pip@torangan karena mampu
menunjukkan legalitas kepemilikan lahan tersebut.

Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Aset Desa&berislalu menanyakan status
lahan itu ke Kepala Desa Gunungsari. Menurut Kepaksa Gunungsari adalah
permasalahan tanah yang disengketan tersebut ssedi@sai. Perwakilan Forum
Masyarakat Peduli Aset Desa berpendapat bahwan lghag disidangkan ketika itu
sebenarnya merupakan objek lahan yang berbeda. iNafepala Desa Gunungsari
memberikan pernyataan lain, jika aset yang disikdamgnerupakan aset desa. Perwakilan
Forum Masyarakat Peduli Aset Desa menyatakan &abhilvak perorangan tersebut
memang mempunyai Akta Jual Beli, akan tetapi objakoukan di atas lahan aset desa.
Yang bersangkutan juga diketahui pernah menjuakragla aset desa. Warga Desa
Gunungsari berniat membangun balai RW atau gederizagguna di lahan itu. Namun
ketika hendak dibangun, lahan tersebut kembalnéita oleh perorangan itu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan terselaka mumusan masalahnya
adalah bagaimana upaya hukum yang dapat ditemphh/éarga Desa Gunungsari untuk
menyelamatkan tanah aset desa dari pihak perordregdasarkan konsepin 1 in the
Land Acquisition

! https://jatimnow.com/baca-32131-kecewa-tanah-kesséeralih-ke-perorangan-para-ketua-rt-mundur
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METODE PENEELITIAN

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan daldisan ini, metode yang
digunakan adalah penelitiann hukum normatif. Oleleka itu, maka metode yang
pendekatan yang digunakan pendekatan perundangwgentda Statute Approach)
pendekatan konseptu@onseptual approachjan pendekatan kasu€ése Approachj.

Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukumetatikan, peneliti melakukan
penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yadewpreterhadap isu yang dihadapi.
Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudenggunakan Pendekatan kastase
Approaclh) maka peneliti perlu melakukan telaah terhadaps#asus yang berkaitan
dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian tersgimreliti sudah menyebutkan
peraturan perundang-undangatafute approach yang harus dilakukan peneliti adalah
mencari peraturan perundang-undangan mengenaeisabutf Peneliti menggunakan
pendekatan konsegdnceptual approagh maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-
prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemnkaalam pandangan-pandangan
sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidgakara eksplisit, konsep hukum dapat
juga diketemukan di dalam undang-undéng.

Teknik pengolahan bahan hukum dimulai dengatebih dahulu melakukan
pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan ballaimhsekunder. Setelah bahan
hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akardaklisecara sistematis untuk
mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahg akan dikaji.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakadamgenelitian ini adalah teknik
preskriptif yakni memberikan preskripsi atau paaitamengenai benar atau salah atau
apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta @ristiva hukum dari hasil
penelitiafl. Penelitan menggunakan metode preskriptif beatujuntuk memberikan
penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukug sgatang diteliti. Penggunaan
metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudksmtuk memberikan argumentasi atas
hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Amgentasi dilakukan oleh peneliti untuk
memberikan preskriptif atau gambaran mengenai psalaldan yang terkait dengan
hukum agraria (pertanahan)

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikaji setéaiklkesimulan secara deduktif-
induktif.

? Marzuki, Peter Mahmud. 201Renelitian HukumSurabaya: Prenadamedia Group. Him. 38
* Sugiyono. 2009Metode Penelitian Administradiandung:AlfabetaHIm. 17

* Suryabrata, Sumadi. 200Metodelogi Penelitianlakarta :Rajawali. HIm. 34
> Fajar, Mukti. 2013Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiriéogyakarta: Pustaka Pelajatim. 12
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Warga Desa Gunungsari Untuk Menyelamatkan Tanah Kas Desa
Dari Pihak Perorangan Berdasarkan Konsep 31n 1 In The Land Acquisition

Perselisihan merupakan sebuah fenomena sosialtigiakgdapat terpisahkan dari
kehidupan manusi&.Secara teoritik dalam hukum acara di Indonesiesgtisihan atau
penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melhluijéigasi dan Non Litigasf.Adapun
salah satu perselisihan yang sering terjadi padsyanakat adalah sengekta mengenai
persoalan pertanahdnKepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah Setsum
diamanatkan oleh UUPA mengandung dua dimensi, ¥ajpastian obyek hak atas tanah
dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah sakasn#éiepastian obyek hak atas tanah
ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah yleikoordinat geografis dalam suatu
peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian sulipeikasikan dari nama pemegang
hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftarah {zada instansi pertanahan.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawalpdagaduan suatu pihak
orang atau badan hukum vyang berisi keberatan &&lredan tuntutan hak atas tanah
baik terhadap status tanah, prioritas maupun kdg@mnya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi sdeongan ketentuan peraturan yang
berlaku. Perlu ditegaskan bahwa kegiatan pengadaah dalam hal ini sifatnya khusus,
artinya khusus ditujukan kepada kepentingan umudalam Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah dijelaskan bahwpemtergan Umum adalah
kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang digrujudkan oleh pemerintah dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rdbgdtkasus diatas mengenai tanah
aset desa maka hal tersebut termasuk kedalam agady@ur dalam Pasal 10 huruf n
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yakni kantor PertadrPemerintah Daerah/desa.
Pembangunan tersebut tentunya sangat erat kaitalemgan kegiatan pengadaan tanah.

Konsep 3 in 1 in the Land Acquisitiondalam pengadaan tanah untuk
pembangunan adalah kegiatan pengadaan tanah ddrsamvpai akhir atau dari hulu ke
hilir yang akhirnya bermuara pada tiga titik yaitiik start yaitu aspek perizinan tanah
(penetapan lokasi), titidecisionyaitu aspek penguasaan tanah (pelepasan hakjtian t
productyaitu aspek sertifikasi tanah (hak paKai).

® David W., Spradley, James, 19&bnformity and Conflict: Readings in Cultural

Anthropology Little Brown and Company. HIm. 11

" M.Yahya Harahap. 200/ukum Acara Perdata cet,5lakarta: Sinar Grafika. HIm. 229-

230

® Erna HerlindaPenyelesaiaan Sengketa Alternatif Oleh Kepala Migéecamatan Tualang Kabupaten Siak

dalam : http://library.usu.ac.id, Him. 1

° Dr. Jarot Widya Muliawan S.H., C.N., M.Kn. 2016.r&Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan Melalui Kons&pn 1 in the Land Acquisitior¥ogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. Him. 13
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a. Perizinan Tanah

Titik startmerupakan tahap perizinan tanah sebsigating pointkegiatan pengadaan

tanah untuk pembangunan, instansi pemerintah yaegemukan tanah harus

melakukan apa yang disebut dengan penetapan |dk@setapan Lokasi memiliki 3

(tiga) fungsi, meliputi°

1. Izin pengadaan tanah yang batas waktu kegiatann{@u&) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) tahun (lihat Pasal 24 Undamdang Nomor 2 Tahun
2012).

2. lzin perubahan penggunaan tanah

3. lzin pemindahan hak atas tanah

Penetapan lokasi dilakukan oleh Gubernur dalam ukereputusan dengan
berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (6) Usdiaang Nomor 2 Tahun 2012.
Gubernur dalam hal ini dibantu oleh Tim Persiapagd@aan Tanah yang diketuai
oleh sekretaris daerah.
Adapun kegiatan untuk memperoleh penetapan lokakind kegiatan pengadaan
tanah bagi pembangunan dilakukan dalam dua tahggiantahap perencanaan dan
tahap persiapan pengadaan tanah.
1. Perencanaan Pengadaan Tanah
Perencanaan pengadaan tanah yang dimuat dalam BokuUPerencanaan
ditetapkan oleh instansi (dalam hal ini adalah piap Instansi yang memerlukan
tanah atau pejabat yang ditunjuk) yang memerlu&gaalh dan diserahkan kepada
pemerintah provinsi?
2. Persiapan Pengadaan Tanah
Persiapan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Gubseetelah menerima
dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Instamgingemerlukan tanah.
Dalam rangka Persiapan Pengadaan Tanah, gubermapentik Tim Persiapan
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerjaalsggokumen perencanaan
Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh gub@rnur
b. Penguasaan Tanah
Titik decision pada pengadaan tanah untuk pembangunan merupakap ta
penguasaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanaamhlieén oleh Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketu&k&aia Pengadaan Tanabh.

10 {jh;
Ibid . him 28
1 Jarot Widya Muliawan . 2018. Cara Mudah PahamgBéaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Kogsep
in 1 in the Land Acquisitiorlurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustuk80163 — 182. HIm. 168-
169
2 |bid . HIm 169
Blbid him. 170
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Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanadayiapan
pelaksanaan, selanjutnya Ketua Pelaksana Pengalm@ah segera membentuk
Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari SatgasnASdagas B Pelaksana Pengadaan
Tanah yang membidangi Inventarisasi dan Identifik&tasil Inventarisasi dan
Identifikasi yang dari Satgas A (data fisik) dangga B (data yuridis) kemudian
diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama kaintor kecamatan atau nama
lain, dan lokasi pembangunan dalam waktu palingikgrl4 (empat belas) hari kerja.
Pengumuman dilakukan oleh Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah.

Tahap penguasaan tanah melalui kegiatan pengaaaahn harus melewati 3
(tiga) kegiatan penting yang harus dilakukan ykéggiatan penilaian ganti kerugian,
kegiatan pelaksanaan ganti kerugian dan kegiataepasan hak.

c. Sertifikas Tanah

Pada titik ini instansi yang memerlukan tanah dapaighasilkamproductdari proses
Perolehan Tanah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunak Kepentingan Umum
dalam Konsep3 in 1 in the Land AcquisitionProduct tersebut adalah berupa
sertipikat hak pakai atas tanah tersebut. Pasalriilang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 telah menegaskan bahwa Instansi yang mempeaani@h wajib mendaftarkan
tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketemteituran perundang-undangan.
Instansi yang memerlukan tanah hak pakai mengajskaat permohonan kepada
pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Pertanah#a/iKabupaten)

Setelah mengetahui konsgpn 1 In The Land Acquisitiotersebut diatas dan
dikaitkan dengan kasus Tanah Kas Desa warga DusymuK Desa Gunungsari,
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tersebut. Perlu dikat terlebih status tanah
sengketa tersebut menurut hukum yang berlaku aptd@ah tersebut meruakan
tanah desa atau tanah perorangan. Dari penjakasais dalam artikel di atas tanah
tersebut dikelola oleh perorangan yakni dijadikaglahg sayur. Padahal tanah
tersebut adalah tanah desa yang akan dijadikan B&#aoleh warga. Namun disisi
lain perorangan yang mengelola tanah tersebutmagapunyai legalitas kepemilikan
tanah tersebut.

Dalam prosedur pengadaan tanah menurut kossdp 1 In The Land
Aquisition hal yang pertama dilakukan adalah terkait perizinéarena warga desa
akan memmbangunn Balai RW maka hal tersebut meampalokasi tanah untuk
kepentingan umum maka dilakukan “Penetapan Lokgeiiy berdasarkan UU No.
12 Tahun 2012 pada Pasal 19 ayat (5) bahwa instemg] memerlukan tanah
mengajukan permohonan penetapan lokasi kepadargurté

“ Dr. Jarot Widya Muliawan S.H., C.N., M.Kn. 2016.r&&ludah Pahami Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Melalui Kons&pn 1 in the Land Acquisitior¥ogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. Him. 28
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Selanjutnya pada tahap pendataan awal lokasi ranpambangunan perlu
dilakuakn guna mengetahui pihak-pihak yang berteak abjek dari pengadaan tanah
tesrsebut. Berdasarkan pengamatan pada kasusdesahersebut, perrangan yang
mengasaui tanah desa tersebut termasuk ke daldmak‘Bang menguasai tanah
negara dengan itikad baik” sesuai dengan Pasalya? (&) Perpres Nomor 71 Tahun
2012'° Karena perangan tersebut telah memiliki dasar ldgalitas atas tanah
tersebut. Penguasaan tanah negara seperti itaptardeberapa jenis diantaranya
dibuktikan dengan alat bukti, berup :

— Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangktu haknya;

— Surat sewa-menyewa tanah;

— Surat keputusan penerima objek tanah landreform;

— Surat izin garapan/membuka tanah; dan

— Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dildeardeh tim persiapan atas
dasar dokummen perencanaan pengadaan tanah.

Untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembanguarampliak yang berhak
dan masyarakat dilakukan “Konsultasi Publik” yangrapakan Merupakan proses
dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yanbdBedan/atau masyarakat yang
terkena dampak untuk mendapatkan kesepakatan Iekasina pembangunah.

Tahap kedua, yakni berkaitan dengan penguasaah.tdfepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dapat menugds&pala Kantor Pertanahan
sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dalami ledalah Kepala Kantor
Pertanahan Kota Batu. Setelah Ketua Pelaksana @sargalanah melaksanakan
penyiapan pelaksanaan, selanjutnya Ketua Pelak®amgadaan Tanah segera
membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri @agaS A dan Satgas B Pelaksana
Pengadaan Tanah yang membidangi Inventarisasi dianifikasi. Oleh karena itu,
peran Satgas dalam hal tanah desa yang menjadietartgrsebut sangatlah penting
karena berkenaan dengan pemilik hak dan objek tgaah akan dibangunn Balai
RW oleh warga. Pengukuran data fisik tanah dan ¢mgn terhadap data yuridis
tanah haruslah dilakukan dengan baik. Pengumpudéan jdga meliputi data bidang
tanah ®
— Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

— Masih dipersengketakan kepemilikannya,;
— Lain-lain yang dianggap perlu.

5 bid . HIm. 37
% 1bid . HIm. 38
bid . HIm. 40
¥1bid . HIm 62
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Hasil inventarisasi dan indentifikasi dari satgaskidian diumumkan di kantor desa,
kantor kecamatan dan lokasi pembangunan. Pengumulit@kukan oleh ketua
pelaksana pengadaan tanah. Apabila terdapat kebetati pihak yang berhak maka
dilakukan verifikasi ulang. Apabila terjadi perbadaluas tanah yang tercantum
dalam bukti penguasaan tanah dengan luas tandhvéaskasi dan perbaikan, maka
yang menjadi dasar pemberian ganti kerugian adadail verifikasi dan perbaikan.
Oleh karenannya, dalam hal tanah desa tersebutk Ribrorangan yang megusai
tanah terssebut untuk dijadikan lahan dapat mekgajkeberatan dan akan dilakukan
verifikasi dan perbaikan guna mendapatkan kepabtikam terkait hak kepemilikan
dan objek tanah yang akan dijadikan Balai RW terselika memang merupakan
tanah dari perorangan tersebut maka akan mendapétkgrugian, namun apabila
merupakan Tanah Kas Desa, perorangan tersebutidalapat ganti kerugian.
Setelah status tanah sudelbar dan pihak yang berhak mendapatkan ganti
kerugian dan telah melepaskan hak tanahnya, makap tdberikutnya adalah
“Sertifikasi Tanah”.
Sertifikat tanah dikelompokkan menjadi 3 jenis yamgiputi: *°

a. Sertifikat Hak Milik

Dalam hakikatnya hak milik merupakan hak yang daiam untuk menikmati fungsi
dari hak tersebut baik dalam menggunakan bendatate selama tidak dilarang
oleh hukum dan tidak melanggar hak orang lain danrhilik memiliki wewenang
lebih. Jika dilihat dalam karakteristiknya sertd#tkhak milik ini berlaku kuat bagi
Warga Indonesia dan boleh digunakan pada objekhtamang memiliki nilai
ekonomis paling tinggf°

b. Sertifikat Hak Pakai Gedung

Dalam Hakikatnya hak pemakaian gedung merupakaebesan dalam membuat
maupun memiliki gedung dan statusnya bukan kepumgéeh pribadi. Kedudukan
Hak Pemakaian Gedung berada di atas lahan Negara diatas Hak
kepemilikan.Karakteristik sertifikat hak pemakagedung adalah bisa dipunyai bagi
pihak Individu maupun pihak pemerintah di Indongsextifikat hak guna bangunan
ini bisa digunakan sebagai jaminan utang piutarabié telah dibebani dengan hak

¥ Sutedi, Adrian. 2010.Peralihan hak atas tanah dan pendaftaranjakarta : sinar grafika. Him. 64

%% satria Wira Yudha.201%nalisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai KetentuamBerlakuan “Stelsel
Positif” Dalam Perkara Pembuktian Kepemilikan Hata# TanahUniversitas Negeri Surabaya : Jurnal. HIm.
14
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tanggungan, masa berlaku dari sertifikat ini yaiga puluh tahun dan bisa ditambah
lagi sampai 20 tahuft.

c. Sertifikat Hak Pengadaan Usaha

Sertifikat hak pengadaan usaha bisa dipakai untekapggungjawaban dalam
pembukaan lahan persawahan, budidaya ikan atauliparaan ternak, pokok dari

hak tersebut yaitu warga Indonesia maupun Lembagieurd yang ada di dalam

negeri, masa berlaku dari hak tersebut kurang ldbéhpuluh lima hingga tiga puluh

lima tahun apabila periode waktu tersebut telaraltier maka pihak-pihak yang

bersangkutan masih diberi kesempatan untuk memmargadalam tempo waktu 25

(dua puluh lima) tahun mendataffy.

Pada titik ini instansi yang memerlukan tanah tapenghasilkarproduct
dari proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kiepaatingan UmunmProduct
tersebut berup&ertipikat Hak Pakai atas tanah tersebut. Pasal 50 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 telah menegaskan bahwa Instangimemperoleh tanah wajib
mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai ateriptentuan peraturan
perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dalam kasus Tanah Kas Desa warga Dusun Kapru, Gesangsari, Kecamatan
Bumiaji, Kota Batu tersebut.. Dalam prosedur peagadanah menurut konsggn 1 In
The Land Aquisitiomal yang pertama dilakukan adalah terkait periziyang dilakukan
“Penetapan Lokasi” yang berdasarkan UU No. 12 m&l2 pada Pasal 19 ayat (5).
Tahap kedua, yakni berkaitan dengan penguasaah.t&mdua Pelaksana Pengadaan
Tanah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang memgbidanentarisasi dan
Identifikasi. Apabila terdapat keberatan dari pilyakg berhak maka dilakukan verifikasi
dan perbaikan. Pihak perorangan yang menguasd tensebut untuk dijadikan lahan
dapat mengajukan keberatan dan akan dilakukan ikasif dan perbaikan guna
mendapatkan kepastian hukum terkait hak kepemili#dan objek tanah yang akan
dijadikan Balai RW tersebut. Jika memang merupatiearah dari perorangan tersebut
maka akan mendapat ganti kerugian, namun apabilupalean Tanah Kas Desa,
perorangan tersebut tidak mendapat ganti keru@atelah status tanah suddear dan
pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dah teelepaskan hak tanahnya, maka

2 1bid.
2 1bid.
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tahap berikutnya adalah “Sertifikasi Tanah” bergsatipikat hak pakai atas tanah
tersebut berdasar Pasal 50 Undang-Undang Nomohn@nT2012.
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WANPRESTASI DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUK S
(Analisis Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)

Ibnul Watoni®, Edshafa M uhar atulloh?, dan Ravee Jevon Susanto®
Universitas Narotama

thhonys@gmail.corn

ABSTRACT

Developments in development today are increasirtgonty in urban areas but in rural areas,
development continues to be intensified for theesalkcreating smooth community mobility, one
of which is through construction services. In th@gourement of construction services, it is
determined that an agreement and/or contract neushtered into to bind the construction object.
The basis for carrying out construction throughteaets is not only carried out by the private
sector but can also be carried out by the goverhnitelmecomes a problem when the procurement
of construction services does not pay attentiotinéosubstance of the contract, causing one of the
parties to default, especially if there has beawat decision that has obtained permanent legal
force. The formulation of the problem proposed hg author is what are the characteristics of
default in the procurement of construction services stated in Decision No.
01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel and how is the legal ptmte in case of default in the procurement of
construction services. The research conducted datithor uses normative legal research using a
statutory approach and a case approach. The redultés study are that the characteristics of
default in the procurement of construction servitest refer to the contract of both parties and the
indicator is that one party feels aggrieved bydhtons of the other party and legal protection in
the event of a default in the procurement of carcsion services is the party who feels aggrieved
can request cancellation of the agreement. accaegbdry reimbursement of costs, losses and

interest payments.

Key words : Construction Services, Default, legal protection
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PENDAHUL UAN

embangunan di Indonesia dari waktu- ke waktu tenemgalami perkembangan
seiring dengan banyaknya permintaan dari berbaghakp serta seiring dengan
perkembangan dunia usaha. Aspek pembangunan ydagdaBi dengan konstruksi
melibatkan beberapa pihak dan oleh karenanya peguban khususnya infrastruktur untuk
memenuhi kebutuhan nasional secara langsung dapg& jmeningkatkan taraf
perekonomian di masyarakat.

Pembangunan nasional ditujukan sejatinya untuk arakgt yang adil dan makmur
sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang DasaraNegpublik Indonesia Tahun
1945. Untuk itu pengaturan dan landasan hukum dpklaksanaan pembangunan nasional
yang salah satunya melalui jasa konstruksi hanus téiperbaiki agar dapat memberikan
keadilan dan terlebih perlindungan hukum bagi pipidlak yang bersangkutan.

Apabila jika dilihat berdasarkan pembatasan peraggrya, jasa konstruksi
dapat diartikan sebagai layanan jasa konsultagigveamsan pekerjaan konstruksi, layanan
jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan lay&oasultasi perencanaan pekerjaan
konstruksi. Dari definisi tersebut dapat disaridkeahwa jasa konstruksi secara filosofis

berfungsi sebagai sarana pendukung

atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasgtaak guna terwujudnya
pembangunan nasiomal.

Konsep penyelenggaraan jasa konstruksi pada dasaudah diatur pertama
kali melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 @egtJasa Konstruksi secara
esensial yang menjadi objek ialah pekerjaan koksitgtang menurut ketentuan Pasal 1
angka 2 UU Jasa Konstruksi dapat didefinisikan gab&eseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperagi@meliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu banginan.

Penyelenggaraan jasa konstruksi untuk pembanguasional sejatinya tidak
hanya dilakukan oleh sektor swasta, tetapi Penadridalam hal ini Negara juga dapat
turut terlibat dalam hal pengadaan jasa konstrgksebut. Melalui ketentuan Peraturan

! Nazarkhan Yasirylengenal Kontrak Konstruksi di Indonesi@ramedia, Jakarta, 2003, him.31
2 pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun t388ng Jasa Konstruksi
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Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaand@daa Jasa Pemerintah

Dasar daripada penyelenggaraan bagaimana hubungamtantara para pihak
dalam jasa konstruksi antara penyedia dan penggsaaApabila dikaji menurut sifat
pekerjaannya, dalam hubungan hukum anper@gguna dan penyedia jasa konstruksi

yaitu hubungan hukum keperdataan.

Dalam Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 18WBiPerdata yang mana
menggariskan bahwa apabila terjadinya suatu pankjgita dua orang atau lebih saling
mengikatkan dan saling setuju melakukan sesuatydm berhubungan atau mengikat
untuk melakukan sesuatu yang dibuat maka lahiraikatan diantara para pihak.

Selanjutnya kewajiban untuk membuat dokumen konkeda jasa konstruksi
tertuang sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) WKtasstruksi yang menyebutkan :

“Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebsgs dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrajak&onstruksi”?

Secara esensial fungsi daripada suatu perjanjiag yeelahirkan akibat hukum bagi para
pihak yang membuatnya tidak lain untuk melindungn adnemberikan batasan-batasan
mengenai hak dan kewajiban para pihak serta ap@dapat sengketa di kemudian hari,
adanya perjanjian secara tertulis dapat digunagbagai alat bukti untuk membuktikan

suatu hak yang dilanggar oleh salah satu pihak.

Keadaan dimana salah satu telah melakukan wangirestka pihak yang lain
dalam suatu perjanjian harus dapat membuktikan yad&esalahan pihak yang lain
dimana akibat kesalahan tersebut menimbulkan ka&mugSelanjutnya pihak yang
dirugikan dapat menuntut adanya sanksi kepada péve&n dengan pembebanan ganti
rugi, penggantian biaya-biaya yang timbul, pembabamunga, peralihan resiko sampai
dengan pembatalan perjanjian.

Pembahasan mengenai wanprestasi pengadaan jaseuksingi menggunakan
analisis sebagaimana dalam Putusan Pengadilan iNelkarta Selatan No.
01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebutdapat hubungan hukum
sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak HargaB8d&aket Pekerjaan Konstruksi,
Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara — Bdhavinsi Sulawesi Tenggara

% Djumaldi, Kontrak Bangunan, Dasar-Dasar Hukum BeRroyek dan Sumber Daya Manusia, Rinea Cipta,
Bandung, 2003, him. 52
* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahu@ 18%ang Jasa Konstruksi
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Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJINW.II/IX/176 tertarelg 15 September 2015

dimana pengadaan tersebut diadakan oleh Kemenggiarjaan Umum dan

Perumahaan Rakyat Republik Indonesia yang kemu@&&nTirta Dhea Addonics
Pratama (Penggugat) mendapatkan proyek tersedanj@aya terjadi kesalahpahaman
terkait pelaksanaan kontrak yang kemudian terjabebapa kali addendum kontrak
sehingga terjadi  perselisihan mengenai pelaksanaalkontrak sehingga
mengakibatkan kedua belah pihak menyatakan ditelgdn melakukan prestasi. Dalam
penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimanakiesistik wanprestasi dalam

pengadaan jasa konstruksi beserta bagaimana perjad hukumnya.

Rumusan Masalah
1 Apa karakteristik wanprestasi dalam pengadaan asatruksi sebagaimana Putusan
No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel ?
2 Bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi wastpse dalam pengadaan jasa

konstruksi ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunamal, ini adalah dengan
menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis peaeliini adalah penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang dilakukan denganacarelakukan pengkajian perundang-
undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap ggtnasalahan hukum tertentu dan
pendekatan kasus. Nama penelitian adalah penelitdeum karena dalam penelitian
hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bapastaka atau sekunder saja.
Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelit@ada taraf harmonisasi hukum, untuk
meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertyiag ada sinkronkan atau serasi satu

sama lain.

PEMBAHASAN
A.Karakteristik wanprestas dalam pengadaan jasa konstruks sebagaimana
Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel
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1. KasusPosis

Berawal dari adanya pembukaan pengadaan pekemgmestrikksi oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat guna memlakiea pelebaran jalan Bts
yang terletak di Kabupaten Konawe Utara, Provinda®esi Tenggara yang kemudian
didapatkan oleh PT Tirta Dhea Addonics Pratamanpeélaya ditegaskan sebagaimana
dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pagkéeran Konstruksi, Pelebaran
Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara
— Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU @®BK-
10/MYC/PINW.II/1X/176 tertanggal 15 September 2015.

PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Selanjutnya disdbemggugat ) kemudian
sebagai pelaksana jasa konstruksi dan pihak Keneamtéekerjaan Umum dan
Perumahaan Rakyat sebagai pengguna jasa konstRikarenakan proyek tersebut
berasal dari Kementerian maka alokasi dana menggandana APBN dan dalam
perkara tersebut duduk sebagai Tergugat ialah &eRdmbuat Komitmen BTS Kota
Kendari — Belalo/Lasolo & Pohara — Wawatobi, Bé&taiaksanaan Jalan Nasional XIV
Palu, Direktorat Jenderal Bia Marga, KementeriakeHaan Umum dan Perumahan

Rakyat

(Tergugat 1), Ir. Ilham (Tergugat Il), PT Yodya tga Persero, Konsultan Supervisi
(Tergugat IIl), Menteri Pekerjan Umum dan PerumaRaRkyat (Tergugat 1V), Inspektur
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumaalgyaRRI1 (Tergugat V), Dirjen
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumddakyat (Tergugat VI),
Direktur Preservasi Jalan Kementerian Pekerjaan rdnmdan Perumahan Rakyat
(tergugat VII), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dvedi XIV Palu (Tergugat VIII), dan
Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional WilayaRrdvinsi Sulawesi Tenggara
(Tergugat IX).

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam pet&es@but menurut Penggugat
sebagaimana dalam gugatannya ialah bahwa telaitkdicauang muka dan pencairan
termin pembayaran oleh Tergugat | dan Tergug&dtiangkan Tergugat Il menyetujui
adanya pencairan uang muka dan pencairan ternsabigr Tergugat IV, Tergugat V,
Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIl dan TergidX menurut Penggugat kurang

memberikan pengawasan terhadap pengawasan pencangn muka dan pencairan
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termin dimaksud.

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwagdregat telah melakukan
beberapa kali addendum perjanjian dimana Terguygiergugat VIl dan Tergugat IX
mengakui bahwa telah terjadi hubungan hukum dalamtr&k pengadaan jasa konstruksi

tersebut.

Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat VIl dan Tergu¥abahwa pelaksanaan pekerjaan
konstruksi tersebut telah dilaksanakan melalui Ugag) Il sebagai kuasa Direksi

Penggugat. Jadi pembayaran uang muka dan pembagansin kepada Tergugat Il jadi

pembayaran tersebut sah karena Tergugat Il sudatdapatkan kuasa notariil dari

Penggugat untuk membuat, melaksanakan kontrakrddodan membayar segala biaya
yang timbul.

2. Karakteristik Wanprestasi

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh duagomau lebih untuk saling
mengikatkan diri dan saling bertimbal balik (mekkskan dan/atau memberikan
sesuatu) dapat dikatakan bahwa perbuatan tersetarastersirat sudah termasuk dalam
perbuatan mengikatkan diri dalam suatu kesepaRatan.

Konsekuensi logis dari adanya pengikatan dua oratgu lebih tersebut
menjadikannya mempunyai kewajiban untuk saling mesikan sesuatu dalam konteks
hubungan hukum perikatan. Dalam konteks perkaselbert kiranya sudah jelas bahwa
hubungan hukum didasarkan atas Surat Perjanjiatrédorlarga Satuan Paket Pekerjaan
Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten KonavegalJt Pohara Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK- 10/MYC/

PINW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 anRaaggugat sebagai pemenang proyek
pengadaan jasa konstruksi dengan pihak Kement@gierjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Basetruksi (Selanjutnya disebut
UU Jasa Konstruksi), menyebutkan bahwa pemilihamygdia jasa yang menggunakan
pembiayaan Negara dilakukan dengan cara mempehgtiliasip ketersediaan anggaran

dari pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan kdsttersebut. Dalam hal demikian

®> Abdulkadir MuhammadHukum PerikatanAlumni,Bandung,2006,him 43
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~ pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPRhsseiaiai yakni menggunakan dana
pembiayaan dari Pemerintah.

Menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjamjiaeltut bermula dimana Penggugat
merasa belum menerima uang muka dan uang pendanain sehingga mendalilkan
adanya wanprestasi dalam hubungan kontraktual dintbkal tersebut memang dapat
diartikan sebagai wanprestasi karena kewajibambé&tupenuhi. Sesuai dengan doktrin dan
ajaran dalam konteks perikatan. Wanprestasi sdnelitolak belakang dengan prestasi yang
mana dapat diartikan singkat tidak melaksanakanajlean dan tidak memberikan

kewajiban yang sesuai denga napa yang diperjanjikan

Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata uang ternrmrudag muka pembayaran sudah
diserahkan dan diterima oleh Tergugat Il sebagasa&uDireksi Penggugat. Esensi
kuasa Direksi merupakan tindakan untuk mewakilspeyan di dalam maupun di luar
kegiatannya berdasarkan penunjukan langsung sesadra Sehingga karakteristik

wanprestasi dalam perkara ini dinyatakan bahwa dregeg yang seharusnya
mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruhggang jawab pekerjaan

sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paletrjgan Konstruksi, Pelebaran
Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara — Pohara Pro@nkwesi Tenggara Nomor :

KU.08.09/PPK- 10/MYC/PJINW.II/IX/176 tertanggal 15e@ember 2015 dan

penerimaan uang termin dan uang muka merupakambahithukum tersendiri antara
Penggugat dengan Tergugat Il karena perjanjiarliatsmerupakan undang- undang
bagi mereka yang tunduk sebagaimana dimaksud P238aIKUHPerdata.

Selain itu dalam hal kontrak secara umum wajib ritismkan mengenai tata cara
pengakhiran kontrak dalam keadaan apapun. Dalamnhalang menyangkut soal
keuangan dan / atau pembiayaan Negara, melaluiurPamaPresiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemekhtaysnya Pasal 93 ayat (1)
huruf b yang menyebutkan bahwa apabila salah shak pidera janji, maka pihak lain
dapat memutuskan kontrak secara sepfh@feh karenanya selain kontrak sebagai
dasar hubungan hukum antara penyedia dan peng@saa Kontruksi, bilamana

® Hardijan RusliHukum Perjanjian Indonesia dan Common L&ustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, him. 64

" Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden N&drahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
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menyangkut mengenai keuangan Negara maka kedula pélak harus tunduk pada

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20it@nig Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah khususnya dalam perkara ini.

B. Perlindungan Hukum apabila terjadi wanprestas dalam pengadaan jasa

konstruksi

Adanya hubungan hukum dalam suatu perjanjian dankntrak menyebabkan
timbulnya konsekuensi logis kepada kedua belahkpimauk saling memberikan
prestasi. Apabila salah satu pihak telah melanggganjian maka pihak yang lain
berhak untuk menuntut ganti kerugian beserta peniggabiaya dan bunga. Tetapi
apabila pihak yang melanggar tersebut tidak bessetiuk memberikan hak daripada
substansi perjanjian yang ia buat, maka akan sangatgikan pihak yang dalam hal
ini melaksanakan isi perjanjian secara utuh.

Ketimpangan pelaksanaan kontrak yang menimpa pyhaak) dirugikan secara

kontekstual wajib diberikan perlindungan

hukum. Dalam hal ini makna dan tujuan perlindunigakum dapat diwujudkan untuk
memberikan pencegahan terhadap suatu akibat yabgltdan memperbaiki keadaan
apabila akibat tersebut telah nyata dialami olélalpiyang dirugikan.

Substansi perkara yang diangkat oleh penulis kiratykup jelas dalam ranah
hukum perjanjian yang kemudian terjadi perbuatanprestasi oleh salah satu pihak
yakni Penggugat (PT Tirta Dhea Addonics Pratamajada secara nyata-nyata
Penggugat telah menerima uang muka dan pembayanaintmelalui Tergugat Il
sebagai Kuasa Penggugat untuk melaksanakan pemg&daatruksi sebagaimana
Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket PekerjaanstKigksi, Pelebaran Jalan Bts
Kabupaten Konawe Utara — Pohara Provinsi Sulawesgdara Nomor KU.08.09/PPK-
10/MYC/PINW.II/1X/176 tertanggal 15 September 2015.

Analisis lebih lanjut disini yakni bahwa dalam kekd¢ pelaksanakan pengadaan
jasa konstruksi yang melibatkan pembiayaan darahkgan Negara, apabila terjadi

permasalahan sebagaimana dalam perkara terselkat,po@nsi kerugian Negara akan
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~ timbul dan perlindungan hukum lebih tepat diberik@pada Negara dalam hal ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyzdgae penyedia jasa
konstruksi.

Secara yuridis jika adanya suatu perbuatan hukumsudnya yang berkaitan dengan
jasa konstruksi yang melibatkan Instansi Pemerihtius mengedepankan aspek etika
dan amanat kepada pihak-pihak yang terlibat dalangg@gdaan jasa konstruksi untuk
menghindari dan mencegah adanya kebocoran keuiteggra’

Secara nyata apabila terjadi wanprestasi dalam golerag jasa konstruksi yang
melibatkan keuangan dan/atau pembiayaan Negaraa ipekindungan hukum yang
tepat adalah perlindungan hukum secara represiamanmuntuk mencegah kebocoran
keuangan negara serta memastikan perjanjian tetgpldn sebagaimana mestinya,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayaPe(ajuran Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang darPdasmintah yang menyebutkan
apabila terjadi cidera janji terhadap dokumen ladntmaka salah satu pihak dapat
melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Dabilaagaihak yang bersalah telah
melanggar kontrak dapat dikenakan sanksi sadgregan pencabutan izin sebagai pengguna

jasa konstruksi sebagaimana ketentuan Pasal 4229yat) Jasa Konstruksi.

Untuk penyelesaian sengketa Kontruksi dalam @&alyat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017, penyelesaiannya dengan pridggar musyawarah untuk
tercapainya kemufakatan . dan jika tidak terjaditskesepakatan dan kemufakatan,
para pihak bisa menempuh upaya penyelsaian sengkegasudah tercantum dalam
suatu kontrak kerja Kontruksi. Jika memang idalamts kontrak tidak tertulis
penyelesaiannya maka para pihak bisa membuat paegatujuan tertulis mengenai
tata cara sengketa yang ingin dipilih.

Jika memang terjadi perselisihan antara kedua beialk, bilamana dalam
pelaksanaan kontrak terjadisuatu perselisihan pe¢glbedaan pendapat maka diatur

sebagai berikuit:

8 pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 T201i8 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

° Dinas Pekerjaan Umum, Op.Cit, him. 7
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1. Musyawarah tingkat pertama antara para pihak; atau

2. Melalui mediasi oleh pihak yang indepen ; atau

3. Melalui arbitrase atau melalui saluran yang berlgd@ngadilan) apabila
cara pertama, kedua dan ketiga tidak dapat meraykdesperselisinhan.

4. Selama proses perselisihan dengan cara mediasyamasah, mediasi,
arbitrase, atau pengadilan, tidak dapat menjadikenunda pekerjaan

sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Menurut penulis alternatif penyelesaian sengketagyarbaik yaitu dengan
melakukan penyelesaian melalui mediasi Iwat jatigasi. Dalam hal ini proses
litigasi untuk hukum privat atau perdata, maka akda proses mediasi. Pada
proses ini dipertemukan para pihak yang bersendgtamemilih win to win
solution dengan kesepakatan yang diajukan kepddanhBasil mediasi tersebut
akan menjadi putusan yang mengikat kedua belahkoib@hingga prestasi
penyedia dapat dibayarkan atas dasar putusan hildka para pihak tidak akan

merasa dirugikan haknya dalam pemenuhan prestasi.

PENUTUP

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadayelgén ini adalah :

1. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasatkdss sebagaimana dalam
putusan perkara No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel agadttksanaannya ternyata uang
termin dan uang muka pembayaran sudah diserahkaditaima oleh Tergugat |l
sebagai kuasa Direksi Penggugat. Esensi kuasadDmsdrupakan tindakan untuk
mewakili perseroan di dalam maupun di luar kegiyanberdasarkan penunjukan
langsung secara sah. Sehingga karakteristik walgreslalam perkara ini
dinyatakan bahwa Penggugat yang seharusnya memgewyaiban untuk
menyelesaikan seluruh tanggung jawab pekerjaamgagbana Perjanjian Kontrak
Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Peleldalan Bts Kabupaten Konawe
Utara — Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: .0BI09/PPK-
10/MYC/PINW.II/1X/176 tertanggal 15 September 20d&n penerimaan uang

termin dan uang muka merupakan hubungan hukumntiirsentara Penggugat
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dengan Tergugat Il

2. Perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasindgb@ngadaan jasa konstruksi
adalah bahwa merujuk pada perkara tersebut pengaiu harus tertuju pada
kepentingan publik yakni menyelamatkan keuangaram@egalam hal ini proyek
pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan PeruniRdigrat. Upaya represif
yang selayaknya dilakukan ialah dengan memberikaftard hitam terhadap
Penggugat dan menuntut Penggugat untuk melanjuskean pengerjaan proyek

sebagaimana dalam perjanjian kontrak.

Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadagliian ini yaitu :

1. Seharusnya pengawan dari Kementerian dan/atau Ilgemtalam hal pengadaan
barang dan jasa perlu ditingkatkan sebagai wujudindengan hukum secara
preventif. Hal ini penting karena dalam perkaraeabut telah terjadi beberapa kali

addendum kontrak yang menghambat jalannya pengek@aestruksi.
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ANALISISYURIDISNOTARISMELAKUKAN PROMOSI MEDIA
ELEKTRONIK TERKAIT KODE ETIK NOTARIS

Brilliant Nanda Prayoga
Universitas Narotama Surabaya
12219012@mkn.narotama.ac.id

ABSTRACT

The form of Notary promotion which is a violatiof the Law on Notary Positions and the Code of
Ethics is a Notary who promotes himself, eithenviatially or jointly, by including his name and
position, using electronic media facilities, whiatfiects the honor and dignity of the Notary's posit
and the Responsibilities of the Notary who carry self-promotion via the internet, which must be
ready to accept administrative sanctions in thenfof reprimands and coaching, and if the Notary
concerned does not heed or the advertisementrisdaut continuously, the Notary must be ready to

accept sanctions in the form of temporary susperfston membership of the association.

Keywor ds: Notary, Promotion, Electronic Media, Code of Ethics

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari dirasakan kebutuham a@anya suatu alat bukti
tentang hal-hal yang penting, misalnya tentangadamya suatu peristiwa/tindakan,
kesepakatan atau perjanjian. Awalnya alat bukthdanyalah berdasarkan pada saksi, dalam
perkembangannya alat bukti itu selalu mengalamulggran, yang dengan sendirinya
keyakinan terhadap alat bukti juga mengalami pdrabaNamun demikian ketika alat yang
paling wajar hanyalah saksi, yang dimana saksi atlalah orang yang pada waktu
perbuatan/tindakan hukum itu berlangsung,saksi yagrgangkutan ikut hadir, orang itu
dihadapkan untuk memberikan kesaksian tentang apg gnereka alami, dengar dan/atau
lihat

Lembaga notariat adalah salah satu lembaga dalasyarakat yang timbul karena

kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adday®ukti hukum bagi mereka. Alat
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bukti tertulis itulah yang mereka perlukan untuknpektian apabila ada permasalahan atau

sengketa, sehingga mereka memerlukan adanya a&kiikotang dibuat oleh notaris.

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undadgngnjabatan Notaris (selanjutnya
disingkat UUJN) menenukan: notaris adalah pejabaira yang berewenan untuk membuat

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimanakdund dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, notanmliiikasikan sebagai pejabat umum,
tapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum, Kideanya untuk notaris saja, karena
sekaraang saat ini seperti Pejabat Pembuat Ak@ahT@PAT) juga diberi kualifikasi sebagai
pejabat umum dan pejabat lelang. Pemberian kuadifisebagai pejabat umum adalah kepada
pejabat lain selain kepada notaris, bertolak belgkdengan makna dari pejabat umum itu
sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat ake-8#etentu saja berkaitan dengan
pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentdeanpejabat lelang hanya untuk lelng

saja.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar dijiveaic&sila, sadar dan taat pada
hukum, Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatade Ktik Notaris dan berbahasa
Indonesia yang baik. Seorang notaris harus tetggepebadian yang baik dan menjunjung

tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik dasamaupun diluar tugas jabatannya.

Menurut pasal 1 angka 2 Kode etik notaris menemtutode etik notaris dan untuk
selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kamdeal yang ditentukan oleh perkumpulan
Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan bdise‘perkumpulan” berdasarkan
keputusan konggres perkumpulan dan/atau yang dikantoleh dan diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hal ityalag berlaku bagi serta wajib ditaati
oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan searaag yang menjalankan tugas
jabatan sebagai notaris termasuk didalamnya pajabaie sementara notaris, notaris

pengganti, dan notaris pengganti khusus.

Seiring terjadinya globalisasi dalam bidang tekgoldan informasi dibelahan dunia
ikut berpengaruh terhadap Indonesia, begitu puayatuntutan dari masyarakat yang selalu
dinamis. Oleh karena itu, pembangunan nasional yaegupakan suatu proses yang

berkelanjutan dan berkesinambungan harus senaméiaggap terhadap berbagai dinamika
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yang terjadi di masyarakat. Hal pertama yang dKakuoleh pemerintah dalam merespon
globalisasi teknologi dan informasi tersebut adar@mbuat payung hukum bagi terciptanya
suatu asas kepastian hukum sehingga merupakan légganasi bagi setiap orang agar

mengikuti perkembangan teknologi dan informasidieus.

Kemajuan teknologi saat ini sangat menguntundiagi semua lapsan masyarakat
termasuk juga dengan Jabatan Notaris itu senflaiah satunya perkembangan media
elektronik melalui internet.segala sesuatu infoimgamng kita butuhkan semua tersedia
melalui internet, terlebih lagi dengan kemunculejarjng sosial seperti facebook, twitter,

instagram, tumblr, dan blog.

Dalam Kasus Jejaring sosial saat ini sedang badigknakan, mulai dari twitter,
facebook, instagram, path, wordpress,blog danléam-Beberapa notaris menggunakan akun
instagram mengunggah foto dengan nama besertafabataris dan PPAT. Selain itu juga
dengan bantuan Google melalui Google Maps yangtégiasi dengan googdreet, secara
mudahnya kita mengetahui alamat dan nomor telepatu erusahaan mall, toko dan lain-
lain.dalam google tersebut bisa menampilkan  kela@ra lokasi notaris. Dengan
menggunakan kata kunci “notaris di surabaya”’ padah google muncul secara langsung

nama notaris beserta tempat jabatan alamat danrrtelfepon tempat notaris itu berada.

Menurut saya dengan munculnya nama notaris besarteat dan nomor telepon pada
laman pencarian google menguntungkan dan memudainieeyarakat untuk mengetahui

keberadaan tempat notaris terdekat pada kota terseb

Dalam ketentuan pasal 4 ayat 3 kode etik notagisemtukan : Notaris dan orang lain
yang memangku dan menjalankan jabatannya notdasadg: melakukan publikasi atau
promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama a@engencantumkan nama dan

jabatannya, menggunakan sarana media cetak daelakdtonik dalam bentuk :

a) iklan;

b) ucapan selamat;

C) ucapan belasungkawa,;
d) ucapan terima kasih;

e) kegiatan pemasaran
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f) kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagapmaupun olah raga.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, notaris miedetkpromosi diri melalui jejaring
sosial dan internet lainya penulis ingin membaha&nhganai masalah yang timbul dalam

promosi media elektronik untuk promosi notaris nrahkode etik notaris.
Rumusan Permasalahan

Apakah kemunculan nama notaris beserta alamat daddaman google dan publikasi diri
dalam dalam jejaring sosial bentuk pelanggaramnd&aitannya kode etik notaris ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaregdoti penelitian ini meneliti mengenai
sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan memaktigenai gejala sosial akibat perundang-
undangan yang ada. Metode pendekatan yang digund&km penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangatat(te approach). Pembahasan ini akan mengacu pada

undang-undang.
PEMBAHASAN
A. Etika Profes

Etika berusaha memberikan petunjuk untuk tiga jpeisanyaanyang senantiasa kita
ajukan. Pertama, apakah yang harus aku kita lakdledamm situasi konkret yang tengah
dihadapi?, kedua bagaimana kita akan mengatur kpeksistensi kita dengan orang lain?
Ketiga, akan menjadi manusia macam apakah ini?nDitanteks ini etika berfungsi sebagai
pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengédehidupan ini tidak sampai bersifat

tragis.

Jika tiga pertanyaan itu disarikan, sampailah psuktu fungsi utama etika, yaitu
untuk membantu kita mencari orientasi secara lddlam berhadapan dengan moralitas yang
membingungkan. Disini terlihat bahwa etika adalemikiran sistematis tentang moralitas,
dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kamarkelainkan suatu pengertian yang

lebih mendasar dan kritis. Pengertian demikianupgidari dengan alasan:
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1. kita hidup dalam masayarakat yang semakin pluilglipiga dalam bidang moral,

sehingga kita bingung harus mengikuti moralitaggysaima

2. modernisasi membawa perubahann yang besar dalaktustkebutuhan dan nilai

masyarakat yang akibatnya menantang pandnagan+mgardenoral tradisional.

3. Adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sabgmenuntun hidup yang

masing-masing dengan ajarannya sendiri tentangrbaga manusia harus hidup.

4. Etika juga diperlukan untuk kaum agama yang digaitek menemukan dasar
kemantapan mereka dalam iman kepercayaan merekaindpihak sekaligus mau
berpartisipasi tanpa taakut-takut dan dengan tdekutup diri dalam semua dimensi

kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Menurut Magnis Suseno rtika profesi adalah bagderi etika sosial yaitu filsafat
atau pemikiran kritis rasional tentang kewajibam danggung jawab manusia sebagai

anggota umat manusia.

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa dalamepapannya di lapangan, etika
profesi memang selalu tidak puas dengan gambamabayan empiris tentang suatu
fenomena,. la membutuhkan penilaian-penilaian, mekka profesi juga adalah etika
normatif. Di sisi lain, etika profesi juga membahtetang sikap dan perilaku yang
seharusnya dipegang sebagai landasan moral pemgapdafesi tertentu. ini adalah bagian

etika normatif.

Dalam kamus besar bahasa indonesia terbitan [Repamt pendidikan dan

kebudayaan (1988) etika dirumuskan dalam tigayaitiii:

1. limu tentang apa yang baik dan apa yang buruk elatang hak dan kewajiban moral
(akhlak)

2. Kumpulan asas aau nilai yang berkenaan dengankakhla

L1bid, h. 264

2 |bid., h. 271
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3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut sudangan atau masyarakat.

Bertens mengemukakan bahwa urutan tiga arti tetdalrang kena, sebaiknya arti
ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasarpdda arti pertama dan rumusannya
juga bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menBertens tiga arti etika dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-n@ moral yang menjadi pegangan
bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengagiah lakunya. Arti ini disebut
juga sebagai “sistem Nilai” dalam hidup manusia sperangan atau hidup

bermasyarakat. Misalnya Etika orang jawa, etikaregBudha

2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau mtaral. Yang dimaksud di sini

adalah kode etik, misalnya koe etik advokad indiané&de etik Notaris indonesia

3. Etika diapaki dalam arti: ilmu tentang yang bai&wayang buruk. Arti etika ini sama

dengan filsafat mordl.

Dihubungkan dengan etika profesi hukum, Etika madati pertama dan kedua adalah
relevan karena kedua arti tersebut berkenaan depgalaku seseorang atau kelompok
profesi hukum. Misalnya advokad tidak bermoralinge perbuatan advokad tersebut
melanggar nilai-nilai dan moral-moral yang berlalalam kelompok profesi tersebut.

Dihubungkan dengan arti yang kedua Etika profekuhuberarti kode etik profesi hukum.

Dalam kehidupan sekarang ini, penegakan hukumnpjdaukum perdata, maupun
hukum administrasi seringkali berhubungan erat didokung oleh nilai-nilai serta kaidah-
kaidah yang terkandung dalam etika profesi. Fuegiga dalam hal ini dapat merupakan
mekanisme organisasi untuk mengontrol perbuatargatagmengoreksi apabila perbuatan
angoota dipandnag kurang etis dan dapat merupa&ean enyelaras hubungan antar

sejawat.

% Abdulkadir MuhammacdEtika Profesi hukum, bandung, citra aditya bakti, 2001,h. 13

4 |bid, h.14
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Salah satu golongan masyarakat yang mempunyainidéa yang menjadi landasan
dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyapsida umumnya, maupun dengan
sesama anggotanya adalah masyarakat profesiodabkad, dokter, jaksa, hakim, dan lain
sebagainya). Golongan ini sering menjadi pusatgtenn karena adanya tata nilai yang diatur
dab diharapkan menjadi pegangan para anggotanyaurite mertokusumo etika pada
hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedomaiantge bagaimana orang itu
seyogyanya berperilaku. Etika berasal dari kesadaranusia yang merupakan petunjuk
tentang perbuatan yang baik dan yang buruk. Etikaupakan penilaian atau kualifikasi

terhadap perbuatan seseorang.
B. Kode Etik

Kode etik profesi merupakan produk etika teraparerka dihasilkan berdasarkan
penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Koita profesi dapat berubah dan diubah
seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan #aoltgi, sehingga anggota kelompok
profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etikiggiomerupakan hasil pengaturan diri
profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan miaral yang hakiki, yang tidak dapat
dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya lkerkefektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan

nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi gendiri.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertuli;wyaersusun secara teratur, rapi,
lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, ggghirmmenarik perhatian dan
menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambah gubaikaku yang baik-baik. Tetapi

di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai trik

1. ldealisme yang terkandung dalam kode etik profésiktsejalan dengan fakta yang
terjadi di sekitar para profesional, sehingga hamagangat jauh dari kenyataan. Hal
ini cukup menggelitik para profesional untuk bempgl pada kenyataan dan
mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode gtdfesi tidak lebih dari pajangan

tulisan berbingkai.

® Liliana TedjosaputroEtika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang, Aneka ilmu,2000, h. 50

¢ Abdulkadir MuhammadQp.Cit., h. 78
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2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moralgyadak dilengkapi dengan
sanksi keras karena keberlakuanya semata-matashekda kesadaran profesional.
Rupanya kekurangan ini meberikan peluang profekigaag lemah iman untuk

berbuat menyimpang dari kode etik profesinya

Kode etik profesi tertua telah dikembangkan pabladake-5 Sebelum Masehi.
Perintisnya adalah profesi kedokteran yang sampat @i terkenal dengan “Sumpah
Hippokrates”. Sumpah ini kemudian dikembangkan d¢éngmenjadi kode etik yang

komprehensif dan ditiru, oleh berbagai profesi uainnya.

Di Indonesia sendiri kode etik profesi hukum dagidatakan belum sepenuhnya
tertata rapi. Sampai saat ini baru kode etik netgeang dapat cukup berpengaruh pada
anggotanya. Keberadaan kode etik advokad/pengbesaala dalam kondisi meprihatinkan
seiring perpecahnya organisasi profesi tersebutdetkatan advokad Indonesia (lkadin),
Persatuan Advokad Indonesia (Peradi), asosiasi Ked/indonesia (AAl), dan berbagai jenis

organisasi lainnya.

Mengapa kode etik perlu dirumuskan secara tePtulldenurut Sumaryono

mengemukakan tiga alasanya yditu:
1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kode etik profesi merupan kriteria prinsip protesl yang telah digariskansehingga
dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesiaragota lama, baru, ataupun calon
anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggotnksok profesi atau anggota
masyarakat dapat melakukankontrol melalui rumusagte ketik profesi sehingga anggota

kelompok profesi telah memnuhi kewajiban profesisgauai dengan kode etik profesi.

" Ibid, h. 78
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Kode etik profesi telah menentukan standarisasvakban profesional anggota
kelompok profesi. Dengan demikain, pemerintah ateasyarakat tidak perlu lagi campur
tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggimpok profesi melaksanakan

kewajiban profesinalnya.
KESIMPULAN

Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaeshatlap UndangUndang Jabatan
Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris yang memprorkasi diri, baik diri sendiri maupun

bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jafmgtanenggunakan sarana media
elektronik, yang mempengaruhi kehormatan dan mairtg@batan Notaris dan Tanggung
jawab Notaris yang melakukan promosi diri melaloiernet yaitu harus siap menerima
sanksi adminstratif yang berupa teguran dan perabjnalan apabila Notaris yang

bersangkutan tidak mengidahkan atau pengiklanakukbn secara terus menerus maka
Notaris tersebut harus siap menerima sanksi benu@aberhentian sementara dari

keanggotaan perkumpulan.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, makan yang diberikan adalah:

Kode Etik Notaris seharusnya sudah ditanamkan séjak pada awal masa pendidikan
kenotariatan. Hal ini sangat berpengaruh besakyrgngembangan diri yang lebih baik bagi
profesi Notaris di saat telah memasuki dunia pkaldiperlukannya pendidikan Kode Etik

Notaris secara berkala bagi Notaris yang telah tirakntuk selalu beradaptasi dengan
perkembangan jaman. Mengingat bahwa perubahan jémgitu cepat terjadi, khususnya
dibidang teknologi dan informasi dan kode etik Nistdisa diperbaharui sesuai kemajuan
jaman yang ada, notaris juga perlu pengikuti pebdeamgan yang ada, misalnya Alamat
Kantor, No telepon dan informasi buka tutup kamiyat masuk di google maps, hal itu bukan
semata mata untuk promosi, melainkan akses kemuod&bpada Kklient notaris untuk

mengetahui informasi kantor notaris tersebut danudahan mencari akses jalan bagi klient

notaris tersebut.
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